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ABSTRAK

Nafkah merupakan unsur pokok dalam keberlangsungan kehidupan rumah
tangga. Ia menjadi hak istri  yang wajib dipenuhi oleh suami dan telah diatur
dalam al-Qur’an dan Hadis. Akan tetapi redaksi teks yang telah ada tidak
menjelaskan secara terperinci, melainkan hanya menggunakan kata al-ma’ru<f
(sesuatu yang baik atau dengan baik) yang sifatnya masih umum.

Dalam penelitian ini, penyusun menemukan bahwa permohonan cerai
yang diajukan oleh suami ke Pengadilan Agama Bantul Tahun 2006, telah
ditanggapi balik oleh istri dengan menuntut nafkah ma<d{iyah (yang telah lewat)
dan selanjutnya penyusun sebut dengan nafkah terhutang, karena secara hukum
nafkah tersebut berubah menjadi hutang yang tetap wajib ditunaikan oleh suami
sampai kapan pun.

Kemudian dalam memutuskan perkara tersebut, semua putusan hukum
yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim ternyata tidak mengabul kan kadar
nafkah terhutang yang telah dituntut oleh istri, melainkan hanya sebagian saja.
Meskipun dalam hal ini sebenarnya istri termasuk pihak yang lebih tahu dengan
kebutuhan dirinya dan keluarganya, karena kedudukannya sebagai ibu rumah
tangga.

Penyusun melihat, putusan Majelis Hakim tersebut memunculkan suatu
persoalan urgen di pihak istri, yakni tidak diperhatikannya kebutuhan istri.
Sehingga penyusun merasa putusan hukum tersebut perlu diteliti lebih lanjut guna
mengetahui bagaimana penalaran hukum y ang telah dilakukan oleh Majelis
Hakim serta unsur yang menjadi pertimbangan dalam setiap putusannya, sehingga
bisa diketahui apakah  keduanya bisa dipertanggungjawabkan secara legal formal.
Hal tersebut menjadi pokok masalah dalam penelitian ini.

Pendekatan penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini ialah
Us{u<l Fiqh. Dalam teori Us{u<l Fiqh, terdapat dua metode dalam istidlal, yakni
istidlal melalui kaidah bahasa dan melalui tujuan penetapan hukum. Dari kedua
metode tersebut, kemudian muncull ah tiga macam bentuk istidlal, yakni al-bayani
(upaya menjelaskan teks hukum), al-qiyasi (analogis), al-istislahi (sesuai
kemaslahatan).

Pada akhir penelitian, penyusun menyimpulkan bahwa penalaran hukum
yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memutu skan kadar nafkah
terhutang yang dituntut istri telah sesuai dengan peraturan yang ada dalam teori
Us{u<l Fiqh dan hukum positif. Begitu juga unsur yang dijadikan pertimbangan
dalam putusan tersebut. Sehingga dapat diketahui bahwa putusan Majelis Hakim
tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara legal formal.
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KATA PENGANTAR

بسم االله الرّ حمن الرّحیم
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Adapun terlaksananya skripsi ini, adalah berkat ada nya bimbingan dari

dosen yang ditetapkan oleh Fakultas serta berkat bantuan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun sampaikan ucapan terima kasih

kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, MA. selaku Dosen Pembimbing I
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB -LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988

Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

ا alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

ب ba’ b be

ت ta’ t te

ث s˙a s˙ es (dengan titik atas)

ج jim j je

ح h h ha (dengan titik di bawah)

خ Kha’ kh ka dan ha

د dal d de

ذ żal ż Ze (dengan titik di atas)

ر ra’ r er

ز zai z zet

س sin s es

ش syin sy es dan ye

ص sad s es (dengan titik di bawah)

ض dad d de (dengan titik di bawah)

ط ta’ t te (dengan titik di bawah)

ظ za’ z zet (dengan titik di bawah)

ع ’ain ‘ Koma terbalik di atas

غ gain g ge

ف fa’ f ef

ق qaf q qi

ك kaf k ka

ل lam l ‘el
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م mim m ‘em

ن nun n ‘en

و waw w w

ه ha’ h ha

ء hamzah ‘ apostrof

ي Ya’ y ye

II. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدّدة ditulis muta’addidah

عدّة ditulis ‘iddah

III. Ta’ Marbûtah di akhir kata

a. Bila dimatikan maka ditulis dengan h

حكمة ditulis hikmah

جزیة ditulis jizyah

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti

zakat, sholat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis  dengan h

كرامة الأولیاء ditulis Karāmah al-auliyā’

c. Bila ta’ marbūtah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan

dammah ditulis t

زكاة الفطر ditulis Zakāt al-fit}r



x

IV. Vokal Pendek

ــــَــــــ fathah Ditulis a

ــــِــــــ kasrah Ditulis i

ــــُــــــ dammah Ditulis u

V. Vokal Panjang

1.
Fathah + alif

جاھلیة
ditulis
ditulis

ā
jāhiliyah

2.
Fathah + ya’ mati

تنسى
ditulis
ditulis

ā
tansā

3.
Kasrah + yā’ mati

كریم
ditulis
ditulis

ī
karīm

4.
Dammah + wāwu mati

فروض
ditulis
ditulis

ū
furūd 

VI. Vokal Rangkap

1.
Fathah + ya’ mati

بینكم
ditulis
ditulis

ai
bainakum

2.
Fathah + wawu mati

قول
ditulis
ditulis

au
qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof

أأنتم ditulis a’antum

أعدت ditulis U’iddat

لئن شكرتم ditulis La’in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis al

القرآن ditulis al-Qur’ān
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القیاس ditulis al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya

السماء ditulis as-Samā’

الشمس ditulis asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض ditulis Z|awi al-furūd

اھل السنھ ditulis Ahl as-Sunnah
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah akad nikah diikrarkan oleh wali dan mempelai pria, maka secara

otomatis timbullah suatu konsekwensi hukum, yakni hak dan kewajiban bagi

kedua mempelai. Supaya kedua pasangan mendapatkan keluarga yang bahagia,

sebagaimana cita-cita dan tujuan pernikahan, maka keduanya wajib menjaga serta

melestarikan hak dan kewajibannya masing -masing secara maksimal.

Berbicara mengenai hak dan kewajiban suami istri ini bisa diibaratkan

dengan dua sisi mata uang, keduanya tidak bisa dipisahkan karena saling

melengkapi, mendukung dan terkait. Jadi, keduanya harus dila ksanakan secara

bersamaan serta seimbang. Karena, jika salah satu dari kedua hal tersebut ada

yang tidak dilaksanakan, maka bisa berakibat fatal bagi keberlangsungan

kehidupan rumah tangga.

Kata hak tersebut, bisa diartikan sebagai “kekuasaan yang benar bagi

seseorang atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu ”. Jadi, apabila seorang suami

hendak memperoleh atau mempertahankan haknya, maka ia boleh menuntut

istrinya supaya memberikan hak yang harus ia terima . Begitu juga sebaliknya, istri

boleh menuntut kepada suami untuk memberikan hak yang harus ia terima .

Kewenangan untuk menuntut tersebut telah diatur dalam Undang -Undang Pokok

Perkawinan Bab VI tentang hak dan kewajiban suami istri, Pasal 34 ayat (3):

“jika suami atau istri melalaikan kewajiban, masing -masing dapat



2

mengajukan gugatan kepada pengadilan.”

Hak ini bisa dibedakan menjadi dua, yakni hak mutlak (absolut) dan hak

nisbi (relatif).1 Pertama, hak mutlak ini dimiliki oleh setiap individu, karena ia

memberikan kewenangan bagi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang

sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, dan hak tersebut terkenal dengan

hak asasi manusia yang harus dihormati serta dijunjung tinggi oleh setiap individu

berdasarkan teks agama demi tercapainya kemaslahatan hakiki , hak asasi manusia

tersebut mencakup masalah agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. 2

Kedua, hak nisbi (relatif) merupakan kewenangan seseorang atau sebagian

kelompok masyarakat untuk menuntut orang lain atau kelompok masyrakat

tertentu supaya memberikan sesuatu, melakukannya atau bahkan

meninggalkannya sama sekali.

Hak nisbi ini sebagian besar terdapat dalam hukum perdata yang muncul

sebagai konsekwensi hukum berdasarkan persetujuan dari pihak -pihak yang

bersangkutan, misalnya hak nisbi antara suami dan istri, salah satunya ialah

nafkah lahir dan batin. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka istri berhak untuk

mendapatkan nafkah dari suami, bahkan jika suami belum atau enggan

memberikan nafkah kepadanya, istri berhak untuk menuntut suami.

Akan tetapi perlu diingat, bahwa hak nisbi ini bisa gugur jika salah satu

pihak merelakan pihak yang lain untuk tidak melaksanakan kewajibannya,

sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagian ke-

1 Firdaweri, Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu
Jaya, t.t.), hlm.7.

2 Muhammad Abu Zahrah, Us{u<l al-Fiqh (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958), hlm. 366-
367.
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III tentang Kewajiban Suami , Pasal 80 ayat (6), yang menetapkan bahwa istri

dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya.

Sedang kata kewajiban berarti sesuatu yang harus dilaksanakan oleh

seseorang atau kelompok masyarakat tertentu. Manusia tidak luput dari kewajiban

yang mengikat dalam kehidupan , dan kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab

yang harus dipikul oleh mereka.

Dalam kajian Us{u<l al-Fiqh, kata wajib berarti suatu hal yang menimbulkan

dua akibat, yakni pahala atau siksa. Pahala tersebut diberikan kepada orang yang

melaksanakan kewajiban, sedangkan siksa diberikan kepada orang yang

mengabaikannya.3 Keterangan tersebut sesuai dengan pernyataan al -Amidi:

شرعا في مّارع بما ینتھض تركھ سببا للذّعبارة عن خطاب الشّرعيّوب الشّجالو

4احالة مّ

Salah satu hak dan kewajiban tersebut terdapat dalam kehidupan rumah

tangga, yakni kewajiban istri untuk taat kepada suaminya selama dalam kebaikan

serta sesuai dengan Syari'at. Tetapi jika perintah suami sudah keluar dari Syari’at,

maka kewajiban itu menjadi gugur, bahkan haram untuk dilaksanakan. 5

Sedangkan kewajiban suami yang menjadi hak bagi i stri salah satunya

ialah nafkah, sebagai konsekwensi dari akad pernikahan yang telah diikrarkan.

Sehingga apabila suami di kemudian hari mengabaikan pemenuhan nafkah dan

3 Muhammad Abu Zahrah, Us{u<l al-Fiqh (Kairo: Dar al-Fikri al-'arabi, 1958), hlm. 23.

4 Al-Amidi, al-Ih}ka>m  fi Us{u<l al-Ah}ka>m (Mesir: Dar al-Kutub, 1332 H – 1914 M), hlm.
138.

5 Zainab ‘Abd as-Salam Abu al-Fadl, al-Gard} al-Qur’a<n Li Qad}a<ya an-Nika<h} wa al-
Furqah (Kairo: Dar al-Hadis, 1427 H – 2006 M), hlm. 303.



4

istri menuntutnya ke Pengadilan, maka Pengadilan berwenang untuk menghukum

suami supaya menunaikannya, bahkan berwenang untuk menahannya jika ia

terbukti mengabaikan nafkah dan sebenarnya ia seorang yang kaya atau mampu

untuk melaksanakannya.6

Kewajiban pemenuhan nafkah tersebut merupakan peraturan mutlak

hukum Islam yang telah ditetapkan langsung oleh Allah swt. Yang antara lain

telah disebutkan dalam al-Qur’an:

7....بالمعروفوكسوتھنّلھ رزقھنّولودملوعلى ا...

Berdasarkan dalil tersebut, maka diambillah suatu kesimpulan yang

dijadikan sebagai suatu peraturan sebagai berikut:

“sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

1. Nafkah, pakaian dan tempat kediaman bagi istri.

2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri

dan anak.

3. Biaya pendidikan anak.”8

Pengabaian nafkah ini mudah sekali memicu per seteruan antara suami dan

istri, karena sudah tidak adanya keseimbangan dalam rumah tangga . Sehingga hal

tersebut bisa menyebabkan kesusahan bagi istri, dan akhirnya ia berinisiatif untuk

mengajukan gugatan perceraian dan menuntut nafkah yang telah terabaikan.

Menurut fuqaha’, nafkah yang terabaikan tersebut dikenal dengan nafkah

6 Muhammad Abu Zahrah, al-Ah}wa<l as-Syakhs}iyyah (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1957),
hlm. 287.

7 Al-Baqarah (2): 233.

8 KHI, pasal 80 ayat 4.
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ma<d{iyah, dan secara otomatis ia berubah menjadi hutang. Sehingga dalam kajian

ilmiah ini penyusun menyebutnya dengan “nafkah terhutang”.

Di Pengadilan Agama (PA) Bantul, pada tahun 2006 terdapat 577 perkara,

384 perkara cerai gugat dan 193 perkara cerai talak. Dari 193 perkara cerai talak

tersebut, terdapat 12 perkara cerai talak yang di dalamnya terdapat gugatan balik

istri terhadap permohonan cerai suami, dengan menuntut nafkah yang telah

diabaikan oleh suami. Dari 12 perkara tersebut, 10 perkara telah diputuskan pada

tahun 2006, sedangkan yang 2 perkara diputuskan pada tahun 2007.

Menurut Umar Faruq S.Ag. (Panitera di PA Bantul), kadar nafkah yang

dituntut oleh istri sebagai gugatan balik tersebut tidak sepenuhnya dikabulkan

oleh Majelis Hakim dalam setiap putusan akhir , akan tetapi kadarnya pasti

dikurangi atau dikabulkan sebagiannya saja .

Penalaran hukum oleh para hakim dalam setiap putusan akhir tersebut

tentunya harus sesuai dengan aturan main bagi para hakim serta berdasarkan

beberapa alasan atau pertimbangan yang bisa dipertanggungjawabkan, baik dilihat

dari segi hukum positif maupun hukum Islam. Sehingga putusan tersebut bisa

menjadi solusi bagi permasalahan yang diajukan ke Pengadilan Agama serta bisa

memberikan kemaslahatan bagi semua pihak.

Oleh karena itu, penyusun merasa sangat perlu untuk mengkaji lebih lanjut

tentang metode penalaran hukum para hakim PA Bantul dalam perkara tersebut,

guna mendapatkan suatu keterangan yang lebih jelas serta akurat mengenai

putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim PA Bantul pada tahun 2006

tentang kadar nafkah terhutang.
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B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah penyusun

uraikan, maka penyusun merumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penalaran hukum Islam yang telah ditempuh oleh para

hakim PA Bantul pada tahun 2006 dalam memutuskan tuntutan kadar

nafkah terhutang serta unsur apa saja yang dijadikan pertimbangan

dalam setiap putusan hukum tersebut.

2. Apakah praktek yang dilakukan oleh para hakim PA Bantul serta

pertimbangannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut

hukum Islam.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan Pokok Masalah di atas, maka dalam melakukan penelitian

ini penyusun mempunyai tujuan penelitian serta kegunaan hasil penelitian sebagai

berikut:

1.  Tujuan:

a. Dengan melakukan penelitian ini, penyusu n ingin menelaah lebih

dalam tentang praktek penalaran hukum Islam oleh para hakim PA

Bantul pada tahun 2006 dalam memutuskan kadar nafkah terhutang

serta unsur-unsur yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum.

b. Penyusun ingin memberikan jawaban secara pasti, apakah praktek

yang dilakukan para hakim PA Bantul tersebut telah sesuai dengan

metodologi istidlal dalam teori Us{u<l Fiqh, sehingga putusan

tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara legal formal.
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2.  Kegunaan:

a. Penelitian ini secara khusus diharapkan bisa memberikan

penjelasan mengenai metode istidlal yang ditempuh oleh para

hakim PA Bantul pada tahun 2006 dalam melakukan penalaran

atas hukum Islam untuk memutuskan kadar nafkah terhutang , serta

unsur-unsur yang dijadikan pertimbangan dalam setiap putusan

tersebut.

b. Secara umum, penelitian ini diharapkan bisa memberikan

kontribusi pemikiran bagi dunia pendidikan serta para hakim,

khususnya hakim Pengadilan Agama dalam menggali hukum

dengan menggunakan metode istidlal yang telah disepakati oleh

ahli Us{u<l Fiqh,9atas perkara yang belum ada teks yang

menunjukkan hukumnya secara qat}’i. Sehingga setiap putusan para

hakim bisa memberikan rasa keadilan serta kemaslahatan bagi

semua pihak sesuai dengan maqa<s}id asy-syari>’ah,10 serta bisa

dipertanggungjawabkan secara legal formal.

D. Telaah Pustaka

Untuk mengkaji lebih dalam mengenai Istidlal dan kadar nafkah terhutang,

penyusun berusaha mengkaji beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan kajian

penyusun, guna mendapatkan kontribusi pemikiran dari hasil karya tersebut.

9 Jaih Mubarok, Metodologi Ijtihad Hukum Islam (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 12.

10 H.Bagir Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2006), hlm. 19.
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Abd ar-Rahman al-Jaziri, dalam karyanya11 ia telah menyebutkan beberapa

pendapat dari empat Imam mazhab. Menurutnya, Syafi’iyyah telah menetapkan

bahwa kadar terhutang yang wajib ditunaikan suami ialah 1 -2 mud, istidlal yang

mereka gunakan dalam hal ini adalah qiyas. Sedangkan ketiga ulama’ maz|hab

yang lain menetapkan untuk tidak menentukan kadarnya secara pasti, melainkan

mereka telah menetapkan faktor yang wajib diperhatikan dalam penentuannya,

yakni kemampuan suami dan kebutuhan istri. Kebijakan untuk menetapkan kadar

nafkah terhutang menurut mereka sebaiknya dikembalikan kepada para hakim

yang berdomisili di wilayah terjadinya perkara dan yang menangani perkara

tersebut, karena mereka lebih paham dengan keadaan sosial ekonomi para pihak

yang berperkara, sehingga bisa mewujudkan keadilan dan kemaslahatan yang

benar dan tepat.

Kemudian penyusun menelaah beberapa karya ilmiah yang dihasilkan oleh

mahasiswa dari kegiatan penelitian sebelumnya . Demi orisinalitas penelitian yang

dilakukan oleh penyusun di PA Bantul, maka penyusun memaparkan beberapa

penelitian yang dilakukan sebelumnya di PA tersebut, antara lain :

Pertama, Ichwanu dalam skripsinya yang berjudul “Penemuan Hukum

Oleh Hakim dan Ijtihad Dalam Islam, 1998” telah mengadakan penelitian tentang

ruang lingkup ijtihad hakim menurut UU No. 14 Tahun 1970 dan hukum Islam.

Pada penelitian tersebut, ia menyebutkan bahwa ruang lingkup ijtihad menurut

hukum positif dan hukum Islam pada dasarnya tidak jauh berbeda, yakni pada

setiap perkara yang tidak ada peraturan hukumnya ata u telah ada akan tetapi

11 Abd ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh 'ala al-Maz|a<hib al-Arba'ah (Beirut: Dar al-fikr,
2002 M – 1422 H), IV: 433.
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kurang jelas/lengkap. Termasuk juga bidang mu’amalah, sebagaimana yang telah

diatur dalam hukum Islam.

Kesimpulan yang ia berikan adalah, bahwa metode ijtihad menurut hukum

positif dapat dilakukan dengan menggunakan metode argumentasi atau dengan

mengadakan interpretasi atas peraturan hukum yang sesuai dengan perkara yang

belum jelas hukumnya atau kurang representatif. Sedangkan dalam hukum Islam,

ijtihad dapat dilakukan dengan metode qiyas, dan lain-lain.

Selain itu, dia juga nmenyimpulkan bahwa di antara keduanya terdapat

persamaan dan perbedaan, yakni:

- Sumber hukum positif adalah Undang-Undang Negara, sedang dalam

hukum Islam sumbernya ialah al-Qur’an dan Hadis.

- Kriteria seorang mujtahid dalam hukum positif secara formalitas

adalah jabatan hakim. Sedangkan dalam hukum Islam ia harus

memenuhi persyaratan ketat yang talah berlaku dan telah ditentukan.

Kedua, dalam pencarian data di komputer perpustakaan UIN penyusun

mendapatkan informasi bahwa Ahsan Dawi (sekarang telah menjadi panitera di

PA Wonosari) telah melakukan penelitian dengan judul “Penyelesaian Perkara

Suami Mafqud di PA Bantul pada Tahun 1996 -2001, 2002”. Akan tetapi setelah

penyusun mengadakan penelusuran terhadap skripsi ini di perpustakaan

Universitas maupun Fakultas, sampai saat ini penyusun tidak berhasil

menemukannya.

Ketiga, Yordianto telah me lakukan penelitian dengan judul “Metode

Ijtihad Dalam Pengambilan Keputusan di Peradilan Agama (di PA Bantul Tahun
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1994-1999), 2000”. Kasusnya sama dengan yang kedua, sehingga sampai saat ini

penyusun belum berhasil mendapatkan karya ilmiah ini.

Meskipun begitu, penyusun merasa yakin bahwa kedua karya ilmiah

tersebut tidak sama dengan tema kajian penyusun dikarenakan sifat kajiannya

yang masih umum, sedangkan penelitian yang dilakukan penyusun fokus pada

putusan hakim atas kadar nafkah terhutang .

Pada tahun 2002, Asmirah telah melakukan kegiatan penelitian dengan

judul "Pelaksanaan Pasal 41 c No.1 Tahun 1974 oleh Hakim terhadap perkara

cerai talak di PA Bantul Tahun 2000". Dari penelitian tersebut, ia menyimpulkan

bahwa dalam pelaksanaan pasal tersebut pada tahap kesimpulan putusan, hakim

memberitahukan kepada termohon mengenai hak-haknya. Akan tetapi

menurutnya hakim juga tidak konsisten melaksanakannya, dikarenakan sering

tidak adanya permohonan dari istri sebagai termohon, serta ketidakmampuan

suami untuk dibebani kawajiban agar memenuhi hak istri.

M. Agus Syahrur Munir pada tahun 2001 melakukan penelitian dengan

judul "Penerapan Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan dalam Prosedur Acara

dan Proses Perkara Cerai Gugat di PA Bantul Tahun 2000". Ia menyimpulkan,

bahwa penerapan asas tersebut telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di

lingkungan Peradilan Agama. Faktor pendukung dalam pelaksanaan asas tersebut

ialah karena asas tersebut telah dijadikan sebagai ketentuan hukum. Sedangkan

faktor penghambatnya ialah tidak adanya kesesuaian antara jumlah pegawai

dengan formasi PA Kls.1 B dan besarnya volume perkara.
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Kemudian pada tahun 2006, Muhammad Musa melakukan penelitian

dengan judul "Nafkah Setelah Perceraian, Studi Analisis Putusan PA Bantul

Tahun 2005". Pokok masalah yang ia angkat dari judul tersebut ialah bagaimana

prosedur PA Bantul dalam memutuskan perkara cerai talak, cerai gugat, hingga

nafkah setelah perceraian serta pertimbangannya dalam penentuan nafkah

tersebut.

Dari permasalahan tersebut ia menyinpulkan bahwa prosedur hakim telah

sesuai dengan UU RI No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta dalam

putusannya hakim mempertimbangkan beberapa faktor, yakni:

1. Jika untuk nafkah istri, maka pertimbangannya ialah kemampuan

suami dan biaya hidup sehari -hari istri selama ia tidak diber i nafkah.

2. Jika nafkah anak, maka pertimbangannya ialah kemampuan ayah,

kebutuhan anak serta kesepakatan suami istri tentang jumlah nafkah

bagi anak.

Dengan dilakukannya penelusuran dan pengkajian terhadap beberapa

karya ilmiah tersebut, maka dapat diam bil kesimpulan bahwa sepengetahuan

penyusun belum pernah terdapat karya tulis ilmiah atau skripsi yang membahas

tentang istidlal hakim di PA Bantul dalam memutuskan kadar nafkah terhutang.

Oleh karena itu, penyusun merasa permasalahan tersebut sangat perlu untuk

diteliti lebih lanjut, guna menyajikan suatu karya ilmiah yang fokus terhadap

permasalahan praktek penalaran para hakim PA Bantul atas hukum Islam dalam

memutuskan kadar nafkah terhutang pada tahun 2006.
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E. Kerangka Teoretik

Secara bahasa, kata istidla<l merupakan isim mas{dar yang berasal dari kata

kerja istadalla yastadillu yang berarti usaha pencarian dalil. Dalam kamus Arab

al-Munjid, kata tersebut berarti tuntutan untuk mengemukakan alasan. Sedangkan

dalam kamus al-‘As}ri berarti suatu penarikan kesimpulan.

Secara istilah, fuqaha’ telah mendefinisikan kata tersebut sebagai “alasan

(dalil) atau cara beralasan yang digunakan seorang mujtahid dalam menetapkan

hukum atas suatu permasalahan yang baru”. Adapun yang dimaksud dengan

alasan dalam hal ini adalah Nas}, Ijma’, Qiyas, dll. Sedangkan maksud dari cara

beralasan adalah bagaimana seorang mujtahid memahami Nas} untuk mendukung

pendapatnya, istilah tersebut digunakan dalam U s}u<l Fiqh pada waktu seorang

mujtahid menetapkan hukum terhadap suatu masalah. Karena merupakan suatu

kewajiban baginya untuk mengemukakan alasan yang ia gunakan, baik bersumber

dari Nas} /teks maupun nalar/pikir.12

Setelah penyusun menguraikan arti kata istidla<l, maka penyusun

memberikan suatu kesimpulan bahwa analisis yang digunakan oleh para mujtahid

dalam beristidlal sama pengertiannya dengan analisis dalam berijtihad. Oleh

karena itu, cara beristidlal pun sama dengan cara berijtihad. Berdasarkan

persamaan pengertian tersebut, maka pada pembahasan selanjutnya penyusun

menggarisbawahi bahwa setiap kata ijtiha<d mempunyai maksud sebagai istidla<l.

12 Abdul Aziz Dahlan (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. Ke-5 (Jakarta: PT Ichtiar
Baru van Hoeve, 2001), III : 759.
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Kewenangan seorang hakim untuk berijtihad telah dikenal dalam Islam

sejak zaman Rasulullah saw, sebagaimana yang telah tertulis dalam Hadis beliau

ketika mengajarkan metodenya kepada para sahabat melalui dialog dengan Mu’a<z|

ibn Jabal, yakni ketika beliau mengutusnya sebagai hakim di negeri Yaman,

Beliau bersabda:

فإن لم : أقضي بكتاب االله، قال: كیف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال

فإن لم تجد في سنة رسول االله ولا في كتاب : فبسنة رسول االله، قال: تجد؟ قال

ضرب رسول االله صلى االله علیھ وسلم صدري أجتھد رأیي ولا آلو ف: االله؟ قال

13الحمد الله وفق رسول رسول االله لما یرضى رسول االله: وقال

Dengan adanya Hadis tersebut yang menunjukkan suatu urutan dasar

dalam pengambilan hukum, maka sampai saat ini telah muncul sebuah tonggak

perkembangan peradaban manusia, yakni telah terbentuknya peraturan hukum

Islam dengan bersumber pada al-Qur’an dan Hadis. Ruang lingkup untuk

melakukan ijtihad ini juga bisa dilihat dari Hadis tersebut, yakni setiap hukum

syar’i yang tidak ditunjukkan oleh dalil qat}’i.14

Hingga saat ini, terdapat empat mazhab yang mendominasi dalam kajian

Us}u<l Fiqh, yakni Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah. Masing -

masing Imam mazhab menawarkan kerangka metodologi tersendiri sebagai

landasan penetapan hukum, yang hingga saat ini masih relevan dan representatif

13 Abu Dawud Sulaiman Ibn al -Asy’at|, Sunan Abi Dawud, Hadis ke 3592, bab: Ijtihad ar-
Ra’yi Fi al-Qad}a’, kitab: al-Aqd}iyah (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), III.

14 Al-Majlis al-A’la li asy-Syu‘u<n al-Isla<miyyah, Al-Mausu>’a>t al-Isla<miyyah al-‘A<mmah
(Kairo: Jumhuriyyah Misr al-‘Arabiyyah, 2003 M – 1424 H), hlm. 46.
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sebagai acuan metodologis. 15 Meskipun demikian, mereka telah sepakat dalam

dua sumber hukum, yakni al -Qur’an dan Hadis.

Menurut teori yang dikembangkan oleh fuqaha’, metode beristidlal

tersebut ada dua, yakni: istidlal melalui kaidah-kaidah bahasa (al-istidla<l bi al-

qawa<’id al-lugawiyyah) dan istidlal melalui tujuan penetapan hukum (maqa<s}id

asy-syari>’ah) yang kemudian disebut dengan al-istidla<l bi al-qawa<’id al-

ma’nawiyyah/asy-syar’iyyah.16

Dari keduanya, kemudian muncul tiga macam bentuk istidlal yang

ditempuh oleh ulama’ dalam menetapkan suatu hukum, dan ketiganya tidak

terlepas dari dua metode beristidlal yang telah terlebih dahulu dikembangkan oleh

fuqaha’. Ketiga macam bentuk istidlal tersebut adalah:

1. Al-Ijtiha<d al-Baya<ni, yakni upaya menjelaskan hukum yang kasus dan

hukumnya telah tertera dalam teks al -Qur’an dan Hadis.

2. Al-Ijtiha<d al-Qiya<si, yakni menyelesaikan kasus baru dan menetapkan

hukum baginya dengan cara menganalogikannya dengan kasus yang

hukumnya telah diatur dalam teks al -Qur’an dan Hadis.

3. Al-Ijtiha<d al-Istis}la<hi, yakni menyelesaikan kasus baru yang hukumnya

tidak terdapat dalam kedua sumber hukum di atas dengan cara

menggunakan penalaran yang berdasarkan kemaslahatan. 17

15 Mun’im A. Sirri, Sejarah Fiqh Islam, Sebuah Pengantar (Surabaya: Risalah Gusti,
1995), hlm. 62.

16 Abdul Aziz Dahlan (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam , Cet. Ke-5 (Jakarta: PT Ichtiar
Baru van Hoeve, 2001), III: 760.

17 Muhammad Yunan Yusuf dkk., Ensiklopedi Muhammadiyah (Jakarta: PT Raja
Grafindo persada, 2005), hlm. 166.
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Kerangka teori Us}u<l Fiqh yang ditawarkan fuqaha’ tersebut selanjutnya

digunakan oleh penyusun sebagai landasan analisis dalam penyusunan karya

ilmiah ini.

F. Metode Penelitian

Sesuai dengan obyek kajian dan pokok permasalahannya, dalam penelitian

ini penyusun berusaha menggambarkan fenomena sosial secara holistik tanpa

perlakuan manipulatif. Keaslian dan kepastian merupakan faktor yang sangat

ditekankan.18 Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan penyusun

adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan

kajian lapangan (field research), yakni pencarian data yang dilakukan di

lapangan atau lokasi penelitian. 19 Artinya dengan cara menulis, me ngedit,

mangklasifikasi, mereduksi dan menyajikan data yang diperoleh dari

sumber tertulis,20 yang berada di PA Bantul.

Adapun obyek utama dalam pe nelitian ini adalah praktek penalaran

hukum Islam oleh para hakim PA Bantul dalam memutuskan kadar nafkah

18 Muh. Sayuthi Ali, Metodologi Penelitian Agama (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm.
59.

19 Dudung Abdurrahman, Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah
(Yogyakarta: IKFA PRESS, 1998), hlm. 20 -21.

20 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada University
Press, 1995), hlm. 63.
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terhutang pada tahun 2006, baik tentang metode yang ditempuh maupun

unsur-unsur yang dijadikan pertimbangan hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penyusun dalam karya ilmiah ini bersifat

deskriptif analitik, yakni penelitian dengan mengumpulkan data yang

menggambarkan suatu peristiwa serta semua hal yang berkaitan

dengannya berdasarkan pada fakta yang nampak jelas, dan feno mena yang

terjadi pada saat penelitian berlangsung. 21 Kemudian data yang telah

terkumpul tersebut disusun, dijelaskan lalu dianalisis serta disimpulkan.

Pada penelitian ini, penyusun menelusuri dan mengambil data yang

berkaitan erat dengan pokok permasalahan yang dipegang penyusun dari

PA Bantul, kemudian menyusunnya dan menggambarkannya sebagaimana

adanya, lalu menganalisa serta menyimpulkan hasil analis is tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Karena topik yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah tentang

istidlal hakim yang merupakan satu bagian dari kajian U s}u<l Fiqh, maka

pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah

pendekatan Us}u<l Fiqh.

4. Pengumpulan Data

Pada fase ini, penyusun mencari dan mengumpulkan data primer dari

PA Bantul, serta mengkaji bahan pustaka yang berkaitan erat dengannya.

21 M. Subana & Sudrajat , Dasar-dasar Penelitian Ilmiah (Jakarta: CV. Pustaka Setia),
hlm. 26.
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Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun adalah

sebagai berikut:

a. Wawancara, yang dilaksanakan secara bebas terpimpin,22 yakni

penyusun melakukan kegiatan tanya jawab secara bebas dengan

wakil ketua PA Bantul, akan tetapi masih berpijak pada pokok

masalah yang telah penyusun rangkai sebelumnya , sehingga masih

memungkinkan untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan

situasi dan kondisi pada saat pelaksanaan wawancara.

Dalam hal ini penyusun hanya melakukan wawancara dengan

wakil ketua PA Bantul tanpa melibatkan para hakim yang

bersangkutan langsung dengan perkara yang diteliti , meskipun hal

tersebut sangat berpengaruh pada kevalidan dan kelengkapan data

yang diperoleh. Hal itu dilakukan karena untuk menggunakan

waktu dan dana secara efisien.

b. Dokumentasi, yakni penyusun berusaha melakukan pen elusuran

terhadap buku catatan perkara dan dokumen di PA Bantul yang

berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.

5. Teknik Pemilihan dan Pengolahan Data

Kemudian untuk melakukan suatu penelitian yang lebih efektif dari

segi dana dan waktu, maka penyusun membatasi obyek penelitian dari

beberapa data yang telah terkumpul dan menganalisa data tersebut. Karena

data awal yang telah diperoleh penyusun masih meru pakan data kasar,

22 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktik (Jakarta: PT. Bina
Aksara, 1983), hlm. 110.
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maka data tersebut perlu diolah supaya dapat menjadi bahan untuk

menjawab pokok masalah yang ditanyakan dalam penelitian.23

Oleh karena itu, penyusun menindak lanjutinya dengan memeriksa data

tersebut, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, kevalidan dan

kesesuaiannya dengan tema pe nelitian. Setelah itu penyusun

mengklasifikasi dan mensistemasi data tersebut ke dalam paparan ya ng

telah direncanakan dan kemudian memformulasikannya. Setelah itu,

penyusun melakukan analisis terhadap data yang telah diformulasikan

dengan menggunakan kerangka teoretik yang telah penyusun uraikan,

sehingga bisa diperoleh suatu kesimpulan yang tepat dan benar.

6. Analisis Data

Cara berpikir penyusun dalam menganalisa data lebih menekankan

pada proses penyimpulan deduktif,24 yakni penalaran kaidah umum untuk

menilai peristiwa yang bersifat khusus. Maka dalam penilitian ini

penyusun berangkat dari data umum yang berkaitan dengan metode istidlal

dalam melakukan penalaran atas hukum Islam, untuk menganalisa data

khusus tentang fenomena yang sedang diamati, yakni praktek penalaran

hukum Islam yang dilakukan oleh para hakim di Pengadilan Agama

Bantul pada tahun 2006 dalam masalah penentuan kadar nafkah terhutang,

dengan menggunakan logika ilmiah secara forma l dan argumentatif.

23 M. Subana & Sudrajat, Dasar-dasar Penelitian Ilmiah (Jakarta: CV. Pustaka Setia),
hlm. 90.

24 Sutrisno Hadi, Metodologi Research , cet. pertama (Yogyakarta: Andi Offset, 1989),
hlm. 42.
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G. Sistematika Pembahasan

Supaya penyusunan skripsi ini lebih t erarah, maka perlu digunakan

sistematika pembahasan dalam penulisannya. Di sini penyusun membagi

pembahasan menjadi lima bab, yang masing -masing bab terdiri dalam beberapa

sub bab yang saling berkaitan, perinciannya ada lah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar

belakang masalah sebagai dasar dalam merumuskan pokok

masalah. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan

kegunaan penyusunan skripsi, telaah pustaka, kerangka

teoretik sebagai alur pemikiran yang ditempuh berdasarkan

teori yang mendukung penelitian, dilanjutkan dengan

metode penelitian serta diakhiri dengan sistematika

pembahasan.

Bab kedua, sebagai dasar analisis dalam penelitian, maka dalam bab ini

penyusun mengkaji tentang penalaran hukum Islam dalam

Us}u<l Fiqh, dengan mengkaji teori istidlal sebagai cara

untuk menalar hukum Islam tersebut. Teori tersebut

mencakup tentang pengertian dan dasar hukum istidlal,

ruang lingkup, macam-macam, syarat, metode, serta istidlal

fuqaha' dalam penetapan kadar nafkah terhutang .

Bab ketiga, setelah mengkaji teori istidlal secara umum, kemudian

dalam bab ini penyusun mengkaji permasalahan yang lebih
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khusus berkaitan dengan praktek penalaran hukum Islam

oleh para hakim Pengadilan Agama.

Kajian tersebut berisi tentang perkara perceraian tahun

2006 di PA Bantul, bentuk putusan hakim PA Bantul tahun

2006 atas kadar nafkah terhutang, serta praktek penalaran

para hakim atas hukum Islam dalam memutuskan kadar

nafkah terhutang tersebut.

Bab keempat, merupakan analisis penyusun terhadap praktek para hakim

PA Bantul tersebut.

Bab kelima, merupakan penutup. Dalam penutup ini penyusun

mengambil suatu kesimpulan dari pembahasan yang telah

diuraikan pada bab-bab sebelumnya, kemudian penyusun

memberikan saran dan kritik sebagai kontribusi dari

penelitian ilmiah ini.
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BAB II

PENALARAN HUKUM ISLAM DALAM US{U<L FIQH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Istidlal

Dalam khazanah keilmuan Us{u<l Fiqh, salah satu teori yang digunakan

untuk melakukan penalaran terhadap hukum Islam guna memutuskan suatu

hukum ialah istidlal. Oleh karena itu, penyusun pada bab ini mengkaji tentang

istidlal secara umum. Secara bahasa, kata istidla<l merupakan isim mas{dar dari

kata kerja istadalla, dan ia mempunyai banyak arti, antara lain ialah t{alab ad-dali>l

atau tuntutan untuk mengemukakan alasan, dan penarikan kesimpulan.

Sedangkan kata ijtiha<d, secara bahasa berasal dari kata bahasa arab

ijtahada yang artinya bermacam-macam tergantung dari sisi mana para pembuat

definisi memandangnya, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh para ahli Us{u<l

Fiqh, diantara definisi tersebut ialah: bersungguh -sungguh, giat, rajin.1

Dari kata tersebut berkembanglah beberapa definisi secara istilah yang

bisa dikatakan bahwa hampir semuanya berorientasi kepada fungsi akal pikir

dalam kerjanya secara maksimal. Tentunya pendefisian yang telah ada tersebut

mempunyai tujuan untuk membantu memberikan arahan, agar tidak terlalu

mengambang dalam mempelajari persoalan atau kajian yang sedang dibahas.

Berbagai macam definisi tersebut antara lain ialah: 1). Mencurah kan segala

kemampuan.2 2). Pencurahan segenap kesanggupan untuk mendapatkan sesuatu

1 A. W. Munawwir, Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka
Progressif, 1997), hlm. 217.

2 Departemen Agama RI, Us{u<L Fiqh (Jakarta: t.n.p., 1986), hlm. iii.
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dari berbagai urusan atau perbuatan. 3 3). Pengerahan daya pikir untuk mencapai

suatu ketentuan hukum Syara’.4 4). Usaha keras dan gigih yang diartikan sebagai

penggunaan penalaran hukum secara independen untuk memberikan jawaban

terhadap suatu masalah jika dalam al -Qur’an dan as-Sunnah tidak ditemukan

jawaban atau ketentuan hukumnya secara jelas. 5 5). Kebebasan untuk menilai. 6

Semua definisi tersebut mengandung pengertian suatu usaha untuk menemukan

aplikasi secara benar terhadap ajaran -ajaran al-Qur’an dan Hadis pada situasi

tertentu, dengan ketentuan tidak boleh bertentangan dengan pengertian dan tujuan

sebenarnya dari ajaran-ajaran tersebut.

Singkatnya, penggunaan akal pikiran sangat diberi tempat yang terhormat

untuk memutuskan persoalan -persoalan yang dihadapi umat manusia. Sehingga

dengan ijtihad manusia diajak untuk menggunakan nalar 7 dan akal pribadi8 untuk

memutuskan suatu hukum tertentu demi kemaslahatan dan kesejahteraan mereka

sesuai dengan koridor hukum yang ada .

Setelah menguraikan makna dari istidlal dan ijtihad, maka penyusun

melihat bahwa dalam aplikasinya istidlal sama dengan ijtihad, karena rukun dan

3 Yusuf al-Qard}awi, Ijtihad dalam Syari’ah Islam, alih bahasa Ahmad Syatori (Jakarta:
Bulan Bintang, 1987), hlm. 1-2.

4 Hamdani Yusuf, Perbandingan Maz{hab (Semarang: Aksara Indah, 1986), hlm. 30.

5 Abdullah Ahmad an-Na’im, Dekonstruksi Syari’ah, alih bahasa LkiS (Yogyakarta:
LkiS, 1994), hlm. 53.

6 H. A. R. Gibb, Aliran-aliran Modern dalam Islam , alih bahasa Mahnun Husain, cet. 3
(Jakarta: Rajawali Press, t.t.), hlm. 20-21.

7 Muhammad Arkoun, Nalar Islam dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan J alan
Baru, alih bahasa Rahayu S. Hidayat, cet. 1 (Jakarta: INIs, 1994), hlm. 125 -126.

8 Fazlur Rahman, Membuka Pintu Ijtihad , alih bahasa Anas Wahyudin, cet. 2 (Bandung:
Pustaka, 1984), hlm. 20.
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syarat istidlal sama dengan yang ada bagi ijtihad. Sehingga penyebutan kata

ijtihad mempunyai maksud menyebut kata istidlal.

Melihat pentingnya kegiatan ijtihad tersebut, Fazlur Rahman menegaskan

bahwa akal turut berperan di dalamnya , serta pintu ijtihad tidak pernah ditutup.9

Berkaitan dengan peran serta akal tersebut , muncullah beberapa poin penting yang

bisa diambil dari pemikiran beliau, yakni:

1. Tidak mungkin menarik kesimpulan bahwa pintu ijtihad telah tertutup,

karena Nabi Muhammad saw. sendiri berkewajiban untuk

melakukannya, meskipun kedudukan beliau menguntungkan, yakni

sebagai penerima wahyu. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk

melakukannya jika terjadi kasus yang belum jelas hukumnya dalam

sumber hukum Islam, meskipun kualitas hasil ijtihadnya berbeda-beda

sesuai dengan keilmuan dan kesanggupan. Jadi masing -masing harus

berusaha sedaya upaya untuk melakukannya. Dengan syarat hasilnya

tidak bertentangan dengan hal-hal yang dimaksudkan oleh sumber

hukum. Oleh karena itu, jika hasilnya bertentangan dengan Syari’ah

maka hasil tersebut wajib untuk ditinggalkan. 10

2. Berkenaan dengan hasil ijtihad, maka kebenaran tidaklah tunggal tetapi

banyak sesuai dengan sudut pandangnya. Setiap mujtahid adalah benar

di dalam penemuan mereka masing -masing, sehingga muncullah

perbedaan-perbedaan pendapat di antara para mujtahid dalam

menghadapi suatu persoalan . Dengan demikian, Nabi Muhammad saw.

9 Fazlur Rahman, Membuka., hlm. 229-236.

10 Ibid, hlm. 238.
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ialah orang yang lebih berhak untuk dipandang paling benar dalam

ijtihadnya. Hingga pada akhirnya kebenaran hakiki dan mutlak hanya

diketahui oleh Allah swt saja.

3. Semua perbuatan Nabi Muhammad saw adalah sebagai teladan yang

baik dan wajib diikuti oleh umat manusia, termasuk dalam hal ijtihad.

4. Terdapat kualifikasi dalam ijithad bagi orang yang ingin

melakukannya. Hingga pada akhirnya berkembanglah tiga macam

ijtihad, yakni: mutlaq, muqayyad dan fi al-maz|hab. Menurutnya, jelas

sekali pembagian tersebut bersifat formalistik dan agak artifisial

(mengada-ada).11

Penyusun tidak sepakat dengan salah satu pendapat Fazlur Rahman yang

mengatakan bahwa pembagian ijtihad tersebut agak artifisial (mengada-ada).

Penyusun berpendapat bahwa pembagian tersebut sudah semestinya karena

menyesuaikan dengan kemampuan dan keilmuan seorang mujtahid.

Sedangkan dasar hukum dilakukannya istidlal dalam Islam adalah sebagai

berikut:

1. Al-Qur’an

Fuqaha’ telah mendasarkan adanya pelaksanaan istidlal pada ayat al -

Qur’an, yakni:

a. 12فإن تنازعتم فى شیئ فردّوه إلى االله والرّسول...

11 Fazlur Rahman, Membuka., hlm. 253.

12 An-Nisa’ (4) : 59.
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b. 13فاعتبروا یآ أولى الأبصار...

Ali Hasballah menambahkan, kedua ayat tersebut merupakan dasar

adanya ijtihad.14 Tetapi menurut ahli Us}u<l Fiqh yang lain, keduanya

merupakan dasar adanya Qiyas. Dalam hal ini, Imam Syafi’i

menyebutkan bahwa dalam arti sempit qiyas merupakan salah satu

bentuk ijtihad.15 Penyusun juga sependapat dengan perkataan Imam

Syafi’i tersebut.

2. Hadis Nabi Muhammad saw.

Terdapat beberapa Hadis Nabi yang secara tegas menyebut kata

ijtihad, antara lain:

a. Hadis riwayat ‘Amr ibn ‘Ash: 16

إذا حكم الحاكم فاجتھد ثمّ أصاب فلھ أجران وإذا حكم فاجتھد ثمّ أخطأ 

فلھ أجر واحد

Menurut penyusun, poin yang dapat diambil d ari hadis di atas ialah,

penilaian benar dan salah dalam hal ini mutlak milik Allah swt .

b. Hadis riwayat Mu’a>z ibn Jabal dari Haris bin ‘Amr dari Mu’a>z|:17

.....أجتھد رأیى ولاآلو...

13 Al-Hasyr (59) : 2.

14 Ali Hasballah, Us}u<l at-Tasyri’ al-Isla<mi (Mesir: Dar al-Ma’arif, 1959), hlm. 64.

15 Muhammad Isris asy-Syafi’i, Ar-Risa<lah (Mesir: Mathba’ah Mustafa, 1938), hlm. 437.

16 Abu Dawud, Sunan Abi> Da<wu<d (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 29. lihat juga karya ash -
Shan’ani, Subul as-Sala<m (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1960), hlm. 118, yang
diriwayatkan oleh Abu Qais dari ‘Amr bin ‘Ash.

17 Abu dawud, Sunan….., hlm. 303.
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Matan Hadis tersebut di atas tidak hanya menunjukkan sandaran yang

harus dijadikan sebagai dasar ijtihad, tetapi sekaligus menunjukkan

otoritas urutan masing-masing sandaran, yakni al -Qur’an, Hadis lalu

ijtihad.

3. Dalil ‘Aqli

Yakni penggunaan akal pikir an untuk menemukan suatu ketentuan

hukum. ijtihad tersebut juga disebut dengan al-ijtiha<d bi ar-ra’yi,

sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Mu’a>z| ibn Jabal di atas.18

Akan tetapi penyusun berpendapat bahwa dalil ‘aqli ini tidak bisa lepas

dari teks yang ada. Sehingga antara ‘aqli dan teks syar’i mempunyai

hubungan yang erat dan saling berkaitan, seperti dua sisi mata uang.

B. Ruang Lingkup dan Macam-macam Istidlal

Permasalahan yang hukumnya berdasarkan teks al -Qur’an dan Hadis yang

masih bersifat z}anni, yakni mengandung unsur keraguan dan kesamaran, baik

berkaitan dengan arah sumbernya maupun makna dan tujuannya, mer upakan

lahan bagi terlaksananya ijtihad. Sumber keraguan tersebut bisa berasal dari

sanad, matan atau terdapat syarat -syarat khusus bagi teks tersebut yang harus

terpenuhi sebelum ia dijadikan dalil hukum. 19 Oleh karena itu, jika suatu hukum

sudah berdasarkan teks yang qat}’i, maka ijtihad tidak diperbolehkan di dalamnya.

Dalam teori Us{u<l Fiqh, ijtihad untuk menemukan hukum ini terbagi menjadi

tiga macam, yakni:

18 Amir Mu’alim dan Yusdani, Ijtihad Suatu Kontroversi; antara fungsi dan teori
(Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 68.

19 Jalaluddin Rahmat, Ijtihad dalam Sorotan (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 154.
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1. Al-Baya<ni, yakni menjelaskan hukum Syar’i dari teks Syar’i.

2. Al-Qiya<si, yakni meletakkan hukum Syar’i untuk suatu peristiwa yang

hukumnya tidak terdapat dalam teks al -Qur’an atau as-Sunnah, dengan

menggunakan qiyas atas hukum yang terdapat di dalam keduanya.

3. Al-Istis{la<hi, yakni meletakkan hukum Syar’i untuk suatu peristiwa yang

terjadi tetapi tidak ada hukumnya dalam al -Qur’an atau as-Sunnah,

dengan menggunakan ra’yu atau akal pikir yang bersandar pada

kemaslahatan.20

Akan tetapi, jika ijtihad tersbut dipandang dari segi pelakunya, maka ia

terbagi menjadi dua macam, 21 yakni:

1. Fardi (individual), yakni sebuah ijtihad atas suatu persoalan yang

dilakukan hanya oleh seorang mujtahid saja, bukan sekelompok

mujtahid.

2. Jama’i (kolektif), yakni suatu ijtihad hukum yang dilakukan oleh

sekelompok mujtahid dengan men ganalisa persoalan yang dihadapi.

Kemudian, jika ijtihad tersebut dilihat dari segi medan operasionalnya,

maka ia terbagi menjadi tiga macam, 22 yakni:

20 Wahbah az-Zuh{aili, Us{u<l Fiqh al-Isla<mi (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 1986), II:
1040-1041.

21 Asjmuni Abdurrahman, Pengantar Kepada Ijtihad , cet. I (Jakarta: Bulan Bintang,
1978), hlm. 17.

22 Departemen Agama, Ensiklopedi Islam (Jakarta: t.n.p., 1993), II: 431.
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1. Ijtihad pada persoalan hukum yang berdasarkan pada teks yang z{anni,

dengan cara mentarjihkan suatu interpretasi sehingga bisa tepat sasaran

seperti tujuan teks itu sendiri.

2. Ijtihad dalam rangka menentukan suatu hukum Syar’ i dengan cara

menetapkan kaidah kulliyyahnya yang dapat diterapkan tanpa adanya

teks.

3. Ijtihad bi ar-ra’yi, hal ini dilakukan guna menentukan hukum Syar’i

bagi persoalan yang hukumnya tidak terdapat dalam teks.

Sedangkan untuk mengahdapi prsoalan baru yang terjadi pada masa kini,

ijtihad tersebut terbagi manjadi dua macam tuntutan, sebagaimana yang telah

dipaparkan oleh Yusuf al -Qard{awi, yakni:

1. Intiqa<’i

Maksudnya ialah memilih salah satu dari beberapa pend apat yang terkuat

yang berasal dari warisan Fiqh Islam yang penuh dengan fatwa dan

keputusan hukum,23 atau biasa disebut dengan metode selektif. 24 Artinya

ialah melakukan proses komparatif terhadap berbag ai pendapat Fuqaha’

kemudian meneliti dalil -dalil yang mereka gunakan sebagai sandaran.

Sehingga ditemukanlah pendapat yang terkuat dengan dalilnya,

sebagaimana pelaksanaan tarjih.

2. Insya<’i

23 Yusuf al-Qard{awi, Ijtihad Kontemporer: kode etik dan berbagai penyimpangan , alih
bahasa Abu Bauzin (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 24.

24 Yusuf al-Qard{awi, Fiqh Taisir; metode praktis mempelajari fiqh , alih bahasa Zuhairi
Misrawi dan Imaduddin Rahmat (Jakarta: Pustaka al -Kautsar, 2001), hlm. 109.
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Yakni pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan yan g belum

pernah dikemukakan oleh Fuqaha’ terdahulu, baik itu persoalan lama

maupun baru. Jika telah ada pendapat Fuqaha’ terdahulu yang dianggap

benar dan kuat ternyata masih memunculkan perselisihan atas keduanya,

maka mujtahid pada saat ini boleh memuncul kan pendapat ketiga, begitu

pula seterusnya.25

C. Syarat Istidlal

Meskipun terdapat anjuran bagi setiap muslim untuk melakukan ijtihad,

akan tetapi terdapat tata aturan main yang sangat berat dan ketat dan telah

disepakati oleh para ahli Us}u<l Fiqh dalam pelaksanaannya. Tujuannya ialah untuk

mencegah adanya fatwa-fatwa dari individu atau kelompok yang tidak

bertanggung jawab yang bisa menjadi sesat dan menyesatkan.

Pada dasarnya persyaratan tersebut bergun a sebagai pedoman bagi setiap

orang agar lebih hati-hati dalam berijtihad, sehingga bisa mewujudkan hasil yang

maksimal, benar dan tepat. Lebih jelasnya, syarat-syarat tersebut terbagi menjadi

tiga kelompok, yakni:

1. Syarat-syarat umum:

a. Dewasa.

b. Sehat dan benar pikirannya .

c. Sangat kuat daya tangkapan ilmunya dan ingatannya .

d. Islam.

2. Syarat-syarat pokok:

25 Yusuf al-Qard{awi, Ijtihad….., hlm. 43.
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a. Menguasai al-Qur’an dan ilmu-ilmu al-Qur’an.

b. Menguasai Hadis dan ilmu-ilmu Hadis.

c. Menguasai bahasa dan ilmu-ilmu bahasa.

d. Menguasai fiqh dan ilmu us}u<l fiqh.

e. Memahami maqa<s}id asy-syari>’ah.

f. Memahami qawa<’id kulliyyah atau fiqhiyyah.

3. Syarat-syarat pelengkap:

a. Mengetahui tidak ada dalil qat}’i dalam perkara yang dihadapi.

b. Mengetahui masalah-masalah yang telah di-Ijma’, masalah-

masalah yang masih khilafiyyah dan yang belum ada kepastian

hukumnya.

c. Kesalihan dan ketaqwaan.

d. Mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan obyek masalah.26

Kemudian Abdul wahab Kha llaf menambahi beberapa hal yang wajib

mendapatkan perhatian khusus supaya hasil ijtihad mempunyai bobot yang

kualifaid (memenuhi syarat), sehingga dapat mencapai atau mendekati kepada

kebenaran dan ketepatan. Beberapa hal tersebut ialah:

Pertama, ijtihad tidak bisa dikelompok-kelompokkan, artinya tidak boleh

ada seorang ‘Alim menjadi mujtahid dalam hukum talak dan

hukum pidana tetapi bukan mujtahid dalam hukum ibadah.

Kedua, apabila hasil ijtihadnya keliru, maka ia mendapatkan satu pahala,

tetapi jika hasilnya benar maka ia mendapatkan dua pahala dan ia

26 Wahbah az-Zuhaili, Us}u<l al-Fiqh al-Isla<mi (Beirut: Dar al-Fikr,  1986), II: 1977.
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wajib mengamalkan hasil ijtihadnya dalam keputusan dan

fatwanya. Kecuali bagi mereka yang tidak memiliki kecakapan

berijtihad diperbolehkan untuk taqlid kepada para Imam

mujtahid.

Ketiga, al-Ijtiha<d laa yunqad}u bi al-ijtiha<d, artinya ijtihad terhadap suatu

persoalan tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad lain yang masih

dalam peristiwa serupa. 27

KH. Sahal Mahfudz menambahkan, karena masalah yang dihadapi umat

manusia sekarang sangat kompleks dengan menyangkut bidang keilmuan non

Agama, maka seorang mujtahid pada saat sekarang wajib melengkapi dirinya

dengan semua bidang ilmu pengetahuan umum tersebut. Hal ini dalam rangka

mengintegrasikan disiplin ilmu -ilmu umum ke dalam wilayah fiqh. Sehingga

keputusan yang diperoleh mendapatkan posisi yang layak dan tidak menimbulkan

resiko hukum yang tinggi. 28

D. Metode Istidlal

Metode ijtihad yang telah ditawarkan oleh para ahli Us}u<l Fiqh ialah:

1. Qiya<s atau mencari hukum dengan dasar ‘illat hukum.

2. Mencari hukum dengan dasar memperhatikan keadaan darurat .

3. Istihsa<n, yakni berpalingnya mujtahid dari suatu hukum kepada hukum

yang lain yang lebih dekat dengan tujuan Hukum Islam, karena jika

27 Abdul Wahab Khalaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam , alih bahasa Tolhah Mansoer, cet. 3
(Jakarta: Grafindo Persada, 1993), hlm. 364 -366.

28 Sahal Mahfudz, Nuansa Fiqh Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 32.
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berdasarkan lahirnya teks saja, kemungkinan besar tujuan hukum tidak

akan tercapai.

4. Maslah}ah Mursalah, untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yang

meliputi kepentingan essensial, yang memelihara Agama, akal,

keturunan dan harta benda.

5. ‘Urf, kebiasaan yang baik dan sesuai dengan Syari’at yang telah

berlangsung di suatu wilayah bisa dianggap sebagai suatu hukum,

seperti kaidah fiqh “al-‘A<dah muh}akkamah”.

6. Sadd az|-Z|ari>’ah, menutup jalan yang bisa menyampaikan seseorang

kepada pelanggaran terhadap hukum Syara’.

7. Istis}h}a<b, yakni aturan lama yang telah berlaku tetap berlaku selama

belum ada aturan baru yang mencabutnya dan atau menggantinya.

Akan tetapi sebelum mujtahid melakukan ijtihad, ia perlu meneliti terlebih

dahulu apakah pernah atau belum pernah ada Ijma’ dari para mujtahid terdahulu

terhadap masalah yang sedang dihadapi . Jika memang belum ada Ijma’ maka

ijtihad boleh diteruskan, tetapi jika telah ada Ijma’ maka ia tidak boleh

dilanjutkan, karena tidak ada ruang berijtihad bagi suatu persoalan yang

hukumnya telah menjadi Ijma’ para mujtahid terdahulu. Karena suatu ketentuan

hukum yang berdasarkan Ijma’ telah menjadi produk hukum yang qat}’i (pasti),29

dan ia menduduki tempat ketiga setelah al -Qur’an dan as-Sunnah. Oleh karena itu,

Ijma’ tersebut menempatkan hukum yang bersifat z}anni ke tingkat qat}’i. Jadi

letak otoritasnya bukan pada Ijma’ itu sendiri, melainkan pada teks hukum yang

29 Wahbah az-Zuhaili, Us}u<l Fiqh al-Isla<mi (Beirut: Dar Fikr, 1986), I: 538.
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dijadikan sebagai sandaran dasar dalam Ijma’. Akan tetapi hal tersebut harus

memenuhi rukun-rukunnya sebagai berikut:

1. Kesepakatan terhadap penetapan hukum suatu mas alah harus

dilakukan oleh sejumlah atau semua mujtahid, bukan hanya satu.

2. Kesepakatan harus mutlak, tidak boleh didasarkan atas pendapat

mayoritas.

3. Kesepakatan tersebut tidak hanya berasal dari para mujtahid di suatu

negeri tertentu saja, tetapi harus dari seluruh negeri muslim, baik

mereka dari Sunni, Syi’i, atau yang lainnya.

4. Pendapat yang disepakati tersebut boleh berasal dari pendapat individu

maupun kelompok, baik disampaikan secara verbal maupun pra ktek

(sikap).30

E. Istidlal Fuqaha' Dalam Penetapan Kadar Nafkah Terhutang

Ketika melihat fakta yang telah terjadi di masyarakat, dapat ditarik

kesimpulan bahwa sesungguhnya nafkah yang tidak dipenuhi oleh suami

dikarenakan dua hal, yakni keengganan suami untu k menunaikan kewajiban dan

keadaan suami yang kesulitan dalam menunaikan nafkah ( mu’sir). Oleh karena

itu, penyusun menegaskan bahwa pendapat fuqaha’ dari empat maz{hab yang

penyusun kemukakan terfokus pada tidak dipenuhinya hak nafkah bagi istri oleh

suami, tanpa memandang sebab terjadinya kasus tersebut.

30 Wahbah az-Zuh{aili, Us}u<l., I: 437.
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Pada dasarnya nominal kadar nafkah ini memang tidak disebutkan secara

pasti oleh teks al-Qur’an maupun Hadis. Al -Qur’an dan Hadis hanya

menyebutkan kata “al-ma’ru<f” yang menunjukkan bahwa suami wajib

memberikan nafkah yang baik serta dengan baik kepada istri. Sehingga kata “ al-

ma’ru<f” yang masuk dalam kategori ‘a<mm atau umum tersebut menimbulkan

perbedaan pendapat di antara fuqaha’ dengan alasannya masing-masing. Akan

tetapi ada juga yang berpendapat, bahwa penyebutan kata “ al-ma’ru<f” yang umum

tersebut merupakan upaya untuk menjaga arah kebijaksanaan al -Qur’an dan

Hadis, sehingga tetap baik di setiap masa dan tempat. 31

Ketiadaan ketentuan kadar nafkah tersebut tentunya sangat berpengaruh

pada kadar nafkah yang belum terbayarkan atau terhutang. Sehingga dalam kasus

tersebut sangat diperlukan ijtihad atau pengerahan akal pikir dari hakim.

Meskipun begitu, fuqaha’ dari empat mazhab (Hanafiyyah, Malikiyyah,

Syafi’iyyah, Hanabilah) telah menawarkan ketentuan kadarnya sesuai dengan

ijtihad yang telah mereka lakukan berdasarkan dalilnya masing-masing.

Syafi’iyyah berpendapat bahwa suami berdasarkan kemampuannya dalam

memenuhi nafkah bagi keluarga dibagi menjadi tiga macam golongan, yakni

mu<sir (kaya), mutawassit} (sedang) dan mu’sir (miskin).32 Meskipun begitu,

masing-masing tetap mempunyai kewajiban untuk menunaikan nafkah , tentunya

dengan kadar yang berbeda -beda sesuai dengan kemampuannya . Begitu pula

31 Ibrahim M. Jamal, Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah: Ibadah, Mu’amalah, Suluk (Kairo:
Dar Nahr an-Nail, 1408 H), hlm. 192.

32 ‘Abd ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzaahib al-Arba’ah dalam kitab at-
talaq tentang ketika suami tidak mampu menfkahi istri (2002 M – 1422 H), IV: hlm. 434.



35

dalam memutuskan kadar nafkah terhutang yang dituntut istri, mereka

menyesuaikan dengan golongannya masing-masing dari ketiga golongan tersebut.

Menurut mereka, bagi suami yang mu<sir, ia berkewajiban untuk

membayar nafkah terhutang dengan kadar setiap harinya ialah 2 mud atau ± 5 kg.

Jika ia mutawassit} maka kadarnya ialah 1.5 mud atau ± 3.3/4 kg. apabila ia mu’sir

maka kadarnya ialah 1 mud atau ± 2.5 kg.

Metode ijtihad yang mereka gunakan untuk menetapkan hukum tersebut

adalah qiyas(analogi), karena dianggap telah memenuhi rukun -rukunnya, yakni

adanya as{l (pokok) yang disebut dengan al-maqi>s ‘alaih, far’ (cabang) yang

disebut dengan al- maqi>s, hukum as{l, dan ‘illat hukum.33

Al-Maqi>s atau al-far’(cabang) dalam kajian ini sangatlah jelas, yakni

suami tidak memenuhi nafkah keluarga sebagai kewajiban baginya. Sedangkan al-

maqi>s ‘alaih atau ketetapan hukum dalam al-Qur’an yang mereka jadikan sebagai

as{l (pokok) ialah perbuatan penganiayaan dan terjadinya hubungan intim suami

istri pada siang hari di bulan Rama dan.

Konsekwensi hukum dari kedua kasus di atas yang telah diatur secara jelas

dalam al-Qur’an merupakan hukum asal, yakni berupa kewajiban bagi si pelaku

untuk membayar kafarat. Kewajiban membayar kafarat tersebut merupakan suatu

ketetapan hukum yang bersifat qat}’iyyu as|-S|ubu<t wa ad-dala<lah.

Kadar kafarat yang harus dibayar sebagai fidyah dalam kasus

penganiayaan ialah sebesar 2 mud makanan pokok setiap harinya. Sedangkan

kafarat karena telah melakukan hubungan intim pada siang hari bulan Ramadan

33 ‘Abd ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzaahib al-Arba’ah dalam kitab at-
talaq tentang ketika suami tidak mampu menfkahi istri (2002 M – 1422 H), IV: 434.
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sebesar 1 mud. Sedangkan ketetapan 1.5 mud bagi kadar nafkah terhutang ialah

sebagai jalan tengah, karena keadaan suami tidak kaya tetapi juga tidak miskin. 34

Adapun ‘illat hukum yang membolehkan dilakukannya qiyas terhadap

kedua kasus tersebut (asal & cabang) ialah perbuatan keduanya bersifat z}a<lim

kepada makhluq dan Khaliq, karena melanggar hak makhluq dan mengabaikan

hak Khaliq. Oleh karena itu, menurut ulama’ Syafi’iyyah, di dalam kasus tersebut

terdapat kesesuaian ‘ illat, sehingga dalam menetapkan kadar nafkah terhutang

mereka menggunakan metode qiyas.35

Sedangkan menurut pendapat ketiga mazhab yang lain (Hanafiyyah,

Malikiyyah, Hanabilah), karena persoalan kadar nafkah ini tidak ada ketentuannya

secara pasti dalam al-Qur’an dan Hadis, melainkan hanya berupa kata “al-

ma’ru<f”, maka ketentuan kadarnya diserahkan kepada hasil ijtihad hakim masing-

masing daerah, karena harus menyesuaikan dengan tempat, waktu, sosial dan

budaya, sehingga bisa tercipta suatu keadilan dalam keputusan. 36

Oleh karena itu, mereka menggunakan metode “mas}lah}ah} mursalah”

dalam menyelesaikan persoalan ini. M enurut mereka, orang yang paling bijak

untuk memberikan keputusan kadar nafkah tersebut hanyalah hakim yang

berkuasa di wilayah terjadinya konflik suami istri, karena ia dianggap lebih tahu

dengan kebiasaan daerahnya serta keadaan keduanya. Hanya saja mereka sepakat

bahwa ketentuan kadar nafkah harus didasarkan pada keadaan suami dan istri di

34 Muhammad Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah (Kairo: Dar al-Fath, 1995 M – 1416 H), II:
233-234.

35 Al-Jaziri, Kita<b al-Fiqh …, hlm. 434.

36 Al-Jaziri, Kita<b al-Fiqh …, hlm. 434.
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saat terjadi pengabaian nafkah, sebagai b ahan pertimbangan pemgambilan

putusan.37

Akan tetapi ada pendapat lain yang dianggap lebih sahih dari ulama’

Hanafiyyah, bahwa ketentuan kadar nafkah tersebut hanya didasarkan pada

keadaan suami, sedang keadaan ist ri tidak harus dipertimbangkan. 38 Hal tersebut

dikarenakan kewajiban nafkah istri dan keluarga ditanggung oleh suami sesuai

dengan kemampuan dan hasil yang ia peroleh, jadi ketentuannya seimbang.

Kewenangan hakim terhadap semua urusan keluarga sebenarnya bersifat

pasif, baik itu ukuran nafkah, tumpuan pencari nafkah atau yang lain. A rtinya

selama permasalahan yang terjadi dalam keluarga tidak diajukan kepada

Pengadilan maka Pengadilan secara formal tidak berwenang untuk ikut campur ke

dalamnya. Oleh karena itu, penyusun di sini mengerucutkan pembahasan pada

permasalahan keluarga yang telah diajukan kepada Pengadilan. Sebagaimana

beberapa pendapat dari para Imam mazhab yang telah penyusun uraikan tersebut,

penyusun memandang bahwa pendapat -pendapat tersebut ditetapkan kepada

urusan keluarga ketika telah diajukan kepada Pengadilan.

37 ‘Abd ar-Rahman al-Jaziri, Kita<b al-Fiqh ‘ala al-Maz{a<hib al-Arba’ah dalam Kita<b at}-
t}ala<q tentang ketika suami tidak mampu menfkahi istri (2002 M – 1422 H), IV: 433.

38 Al-Jaziri, Kita<b al-Fiqh …, hlm. 434.
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BAB III

PUTUSAN HAKIM PA BANTUL TAHUN 2006 TENTANG KADAR

NAFKAH TERHUTANG

A. Perkara Perceraian Tahun 2006 Di PA Bantul

Setelah penyusun melakukan pra penelitian di PA Bantul, maka penyusun

mendapatkan data  yang menyatakan bahwa jumlah perceraian yang telah

terdaftar di PA Bantul tersebut sebanyak 577 kasus. Dari 577 kasus tersebut,

jumlah perkara cerai talak sebanyak 193 dan cerai gugat sebanyak 384.

Kemudian dari 193 perkara cerai talak tersebut, jumlah perkara yang di

dalamnya terdapat tuntutan istri kepada suami atas nafkah terhutang sebanyak 12

perkara, yang 10 perkara telah diputuskan pada tahun 2006, sedangkan yang 2

diputuskan pada tahun 2007.

Tabel II: Perkara Cerai Talak Dengan Tuntutan Nafkah Terhutang
Bln. Jml. No. Perkara Tgl. Daftar Tgl. Putusan

Jan 3

a. 05/Pdt-G/2006/PA Bantul

b. 15/ Pdt-G/2006/PA Bantul

c. 46/ Pdt-G/2006/PA Bantul

a. 3-1-2006

b. 7-1-2006

c.4-5-2006

a.14-3-2006

b. 6- 9-2006

c.25-1-2006

Feb 1 a. 77/ Pdt-G/2006/PA Bantul a.13-2-2006 a.23-5-2006

Mar 1 a. 95/ Pdt-G/2006/PA Bantul a. 1-3-2006 a. 6-4-2006

Apr - - - -

Mei 3

a. 241/Pdt-G/2006/PA Bantul

b. 253/Pdt-G/2006/PA Bantul

c. 254/Pdt-G/2006/PA Bantul

a.10-5-2006

b.18-5-2006

c.22-5-2006

a.28-6-2006

b.28-6-2006

c.9-11-2006

Jun - - - -
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Bln. Jml. No. Perkara Tgl. Daftar Tgl. Putusan

Jul 2
a. 322/Pdt-G/2006/PA Bantul

b. 323/Pdt-G/2006/PA Bantul

a.17-7-2006

b.18-7-2006

c.19-10-2006

d. 6-12-2006

Agu - - - -

Sep - - - -

Okt - - - -

Nov 1 a. 504/Pdt-G/2006/PA Bantul a. 1-11-2006 a. 8-2-2007

Des 1 a. 544/Pdt-G/2006/PA Bantul a. 6-12-2006 a. 21-2-2007

Kemudian penyusun membatasi data tersebut dan mengambil lima perkara

untuk dijadikan sebagai obyek penelitian , yakni:

1. 46/Pdt-G/2006/PA Bantul

2. 253/Pdt-G/2006/PA Bantul

3. 254/Pdt-G/2006/PA Bantul

4. 323/Pdt-G/2006/PA Bantul

5. 544/Pdt-G/2006/PA Bantul

Pembatasan obyek tersebut penyusun lakukan guna lebih memaksimalkan

pelaksanaan penelitian, memfokuskan kajian serta efisiensi waktu dan dana.

B. Bentuk Putusan Hakim PA Bantul Tahun 2006 dalam Penetapan Kadar

Nafkah Terhutang

Putusan Majelis Hakim terhadap lima perkara yang telah dipilih oleh

penyusun sebagai obyek penelitian tersebut ialah sebagi berikut:

1. Perkara No.: 46/Pdt. G/2006/PA. Btl.
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Pada perkara ini, Nurhadi bin Marto Wiyarjo, 42 tahun, Islam, buruh,

tinggal di Kuden RT 02/21, Kelu rahan Sitimulyo, Kecamatan Piyungan,

Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON", melawan

Sarinten binti Karto Wiharjo, 41 tahun, Islam, buruh, tinggal di Nglegis

RT 02/11, Kelurahan Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul,

yang selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON".

Keduanya telah menikah pada tanggal 7 Juni 1988, kemudian menetap

di daerah Pemohon dan dikaruniai seorang anak bernama Etna Sandrareni,

lahir 24 September 1989. Semenjak awal pernikahan keduanya hidup

dengan rukun, akan te tapi mulai tahun 1999 berubah dengan seringnya

terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon menjalin

hubungan dan berkeinginan menikahi perempuan lain yang bernama

"Suhartinah" yang berstatus janda dan tak lain adalah tetangga Pemohon.

Setelah seringnya terjadi pertengkaran tersebut kemudian Pemohon pergi

dari rumah dengan alasan diusir oleh Termohon dan menetap di rumah

Suhartinah.

Kemudian Termohon memberikan jawaban secara lisan di hadapan

Majelis Hakim sebagai berikut:

- Membenarkan sebagian keterangan tersebut di atas .
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- Bahwa kepergian Pemohon bukan karena diusir oleh Termohon,

melainkan karena Pemohon mau menikahi wanita tersebut tetapi

ditolak oleh Termohon.

Tuntutan primair dalam perkara tersebut ialah:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar

talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Bantul

pada waktu yang akan ditentukan.

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Adapun tuntutan subsidairnya ialah:

Mohon putusan yang seadil -adilnya.

Setelah mendengar, mempelajari dan bermusyawarah, maka majelis hakim

menetapkan dan mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar

talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Bantul

pada waktu yang akan ditentukan.

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :

a) Nafkah Iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 600.000, - (Enam

Ratus Ribu Rupiah)

b) Nafkah terhutang selama tujuh bulan seb esar Rp. 1.400.000,- (
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Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah )

c) Mut`ah berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- ( Lima Ratus Ribu

Rupiah )

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang

hingga kini dihitung sebesar Rp. 226.000, - ( Dua Ratus Dua Puluh

Enam Ribu Rupiah )

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul pada hari Kamis tanggal 4 Mei

2006 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1427 H,

oleh Drs. Wahid Afani sebagai H akim Ketua Majelis serta Drs. Noer

Rohman dan Dra. H. Ahmad Harun, S.H. , masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan nama diucapakan dalam sidang yang terbuka untuk

umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Rusdi Rais, S.H. sebagai

Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta Pemohon dan

Termohon.

2. Pekara Nomor : 253/Pdt.G/2006/PA.Btl

Pada kasus ini Pemohon bernama Suparno bin Adi Sumarto, seorang

laki-laki berumur 38 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai Buruh, dan

tinggal di Tirto Rt.02, Kelurahan Triharjo, Kecamatan P andak, Kabupaten

Bantul. Sedangkan lawannya adalah Samiyem binti Udi Utomo, seorang
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wanita berumur 35 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai seorang buruh,

dan tinggal di Gunturan, Kelurahan Triharjo, Kecamatan Pandak,

Kabupaten Bantul. Keduanya telah dikarunai seorang anak yang berna ma

Sholahudin.

Kehidupan rumah tangga mereka mulai kurang harmonis sejak tahun

2002, hal ini disebabkan karena :

- Termohon sering mengadu kepada ora ng tua Pemohon yang

mengatakan bahwa Pemohon sering menganiaya dan ringan tangan

kepada Termohon padahal kenyataannya tidak demikian menurut

Pemohon.

- Termohon selalu kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon,

padahal kemampuan Pemohon sebagai tukang becak hanyalah sebatas

itu.

- Hal-hal tersebut sering mengakibatkan pertengkaran d i antara

keduanya.

Pada pucaknya pada tahun 2003, Termohon dijemput oleh kakaknya

dan diajak untuk kembali ke rumah orang tuanya. Meskipun pamit dengan

Pemohon, tetapi Pemohon tidak mengijinkannya. Empat hari setelah

Termohon melahirkan, Pemohon menengok anaknya sambil memberi

uang, namun merasa uang yang diberikan hanya sedikit, Termohon
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mengatakan hal itu kepada tetangganya sehingga Pemohon merasa malu.

Setalah kejadian itu Pemohon masih dan sering menengok Termohon dan

anaknya dan masih memberi nafkah kepda anaknya.

Pada bulan Agustus 2004, Pemohon memberi nafkah untuk Termohon

dan anaknya, tetapi dibuang oleh Termohon sehingga Pemohon merasa

tidak dihargai, sejak saat itu Pemohon tidak perna h memberikan nafkah

lagi kecuali hanya pada saat lebaran saja. Mulai saat i tulah komunikasi

antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi.

Pemohon dan Termohon pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun.

Setelah berbagai kejadian yang dialami tersebut, Pemohon sudah tidak

tahan lagi dan ingin berpisah, Termohon juga menyatakan tidak keberatan.

Akan tetapi dengan beberapa syarat yang ia tuntut, antara lain nafkah

terhutang.

Tuntutan primair dalam perkara tersebut ialah:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar

talak kepada Termohon diha dapan sidang Pengadilan Agama Bantul

pada waktu yang akan ditentukan.

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Adapun tuntutan subsidairnya ialah:
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Mohon putusan yang seadil -adilnya.

Setelah mendengar, mempelajari dan bermusyawarah, maka majelis hakim

menetapkan dan mengadili:

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan

ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama

Bantul pada waktu yang akan ditentukan.

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi

untuk sebagian.

2. Menghukum Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi untuk

menyerahkan kepada Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi :

a) Nafkah terhutang selama 4 tahun 2 bulan sebesar Rp.420.000, -

(Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

b) Biaya persalinan sebesar RP. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)

3. Menolak gugatan Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi untuk

selain dan selebihnya.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
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yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 222.000, - (Dua Ratus Dua

Puluh Dua Ribu Rupiah)

Demikian, putusan musyawarah Majelis Hakim ini dijatuhkan pada

hari Rabu tanggal 28 Juni 2006 M, yang bertepatan dengan tanggal 1

Jumadil akhir 1427 H, oleh Dra. Siti Dawimah, S.H. Sebagai Hakim Ketua

Majelis serta Drs. Aminudin, S.H. dan Drs. H. Ahmad Harun, S.H.,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam

sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh

Drs. Noor Sukidi sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut

serta Pemohon dan Termohon.

3. Perkara Nomor : 254/Pdt.G/2006/PA. Btl

Pada perkara ini Pemohon bernama Antonius Soni Nugroho Bi n FX.

Mudjiono, seorang laki-laki berusia 25 tahun, beragama Islam dan tinggal

di Kintelan RT.04, Kelurahan Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro,

Kabupaten Bantul. Sedangkan lawannya adalah Ny. Peti Nurbaya Binti

Sudarsono, seorang wanita berumur 20 tahun, beragama Islam, dan

bertempat tinggal di Bobok, Kelurahan Patalan, Kecamatan Jetis,

Kabupaten Bantul. Kedua pasangan tersebut telah dikarunia seorang anak

yang diberi nama Saharani yang pada saat itu berusia 2 tahun.
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Pasangan tersebut saat itu masih ikut rumah orang tuanya di Dusun

Kintelan. Antara Pemohon dan Termohon sejak pernikahannya tidak

pernah berkumpul seperti layaknya suami istri, baik dalam hal jasmani

maupun rohani. Kehidupan rumah tangga mereka memang sudah tidak

harmonis sejak awal pernikahan , karena pernikahan tersebut tidak

direncanakan secara matang oleh keduanya. Selama pernikahan, Pemohon

hanya sempat memberi biaya persalinan dan perawatan untuk anak

mereka, bahkan biaya tersebut diperoleh dari orang tua Pemohon

dikarenakan Pemohon pada saat itu masih Kuliah sehingga semua

kebutuhan masih ditopang oleh orang tuanya. Hingga saat diadakannya

sidang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memberi hak

dan kewajiban sebagai layaknya suami istri, serta keduanya sudah tidak

saling berkomunikasi.

Tuntutan primair dalam perkara tersebut ialah:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon

putus atau terjadi perceraian dengan segala akibat.

3. Menerima dan mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak

kepada Termohon

4. Menyatakan secara hukum bahwa Ikrar Talak dari Pemohon adalah
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sah menurut hukum.

5. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul

karena perkara ini.

Adapun tuntutan subsidairnya ialah:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar, mempelajari dan bermusyawarah, maka majelis hakim

menetapkan dan mengadili:

Dalam konpensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan

Ikrar Talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama

Bantul pada waktu yang akan ditentukan.

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :

a) Nafkah terhutang Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

b) Mut`ah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian.

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak,

minimal Rp. 200.000, - ( Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan,

sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dapat berdiri sendiri
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secara ekonomi.

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi :

- Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara,

yang hingga kini dihitung sebanyak Rp. 326.000, - (Tiga Ratus Dua

Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari k amis tanggal 9 Nopember

2006 M, yang bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1427 H, oleh Drs. H.

Busro bin Mustahal, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis se rta Drs.

Burhanudin dan Dra. Hj. Maria Ulfah, masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan nama diucapakan d alam sidang yang terbuka untuk

umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Drs. H asyim sebagai

Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta Pemohon dan

Termohon.

4. Perkara Nomor : 323/Pdt. G/2006/PA. Btl

Pada perkara ini Pemohon bernama Andi Purwanto Bin Warno,

seorang laki-laki berumur 24 tahun, beragama Islam, pekerjaan

mahasiswa, dan tinggal di Mudon Dusun Babadan Rt.06/11, Kelurahan

Bantul, Kec/Kab. Bantul. Sedangkan lawannya adalah Siti Hanifah Binti

Wahono seorang wanita be rusia 23 tahun, beragama Islam, pekerjaan

swasta, dan tinggal di Jl. Mangga No. 48 Sonosewu Rt.01/15, Kelurahan
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Nestirejo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Kedua pasangan ini

telah dikaruniai seorang anak bernama Avisha Dian Nasthari.

Pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon tidak didasari oleh

rasa cinta dan kasih sayang, akan tetapi semata-mata Pemohon ingin

bertanggungjawab atas kehamilan Termohon. Selain itu, Pemohon masih

berstatus sebagai mahasiswa dan masi h menggantungkan diri kepada

orang tuanya, sehingga belum dapat memberikan nafkah kepada

Termohon. Antara keduanya sudah tidak ada saling kecocokan sejak

pernikahan mereka, sehingga selama empat bulan pernikahan , rumah

tangga mereka sama sekali tidak harmonis dan sangat sulit untuk dibina.

Demi kebaikan dan masa depan kedua belah pihak, Pemohon

berkeyakinan jika mempertahankan biduk rumah tangga yang sudah

setengah tahun pisah ranjang hanya akan membawa mad{arat yang lebih

besar dari pada manfaatnya. Selain itu Pemohon juga yakin akan mendapat

jodoh yang lebih cocok untuk dirinya.

Tuntutan primair dalam perkara tersebut ialah:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Menetapkan memberi i jin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar

Talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Bantul

pada waktu yang akan ditentukan.
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3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Adapun tuntutan subsidairnya ialah:

Mohon putusan yang seadil -adilnya.

Setelah mendengar, mempelajari dan bermusyawarah, maka majelis hakim

menetapkan dan mengadili:

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Menetapkan memberi i jin kepada Pemohon untuk mengucapkan

Ikrar Talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama

Bantul pada waktu yang akan ditentukan.

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi

untuk sebagian.

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada

Penggugat Rekonpensi berupa :

a) Nafkah terhutang sebesar Rp. 1.400.000, - (Satu Juta Empat

Ratus Ribu Rupiah).

b) Nafkah ‘Iddah sebesar RP. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh

Ribu Rupiah).

c) Mut`ah sebesar Rp. 500.000, - (Lima Ratus Ribu Rupiah) .
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3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak

yang bernama Avisha Dian Nasthari kepada Penggugat

Rekonpensi setiap bulan sebesar Rp. 150.000, - (Seratus Lima

Puluh Ribu Rupiah).

4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tentang pemeliharaan

anak tidak dapat diterima.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi untuk membayar biaya

perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 286.000, - (Dua

Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) .

Demikian Musyawarah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal

6 Desember 2006 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 15 Z{ulqa’dah

1427 Hijriyah, oleh Dra. Noer Rohman sebagai Hakim Ketua Majelis serta

Drs. Arif Puji Haryono, S.H. dan Dra. Endang Sri Hartatik, masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka

untuk umum pada hari itu juga, dengan dih adiri oleh Drs. Indah Palupi

Utaminingtyas, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama

tersebut serta Pemohon dan Termohon.

5. Perkara Nomor : 544/Pdt.G/2006/Pa. Btl
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Pemohon bernama Harjo Sugiono alias Sugiyo bin Pawirojono,

seorang laki-laki berumur 62 tahun, beragama Islam, pekerjaan karyawan

PT. Telkom, dan tinggal di Warungpring Rt.04, Desa Mulyodadi,

Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul. Sedangkan lawannya

(Termohon) adalah Tuyem binti Wongsorejo seorang wanita berunur 56

tahun, beragama Islam, pekerjaan dagang, dan tinggal di Warungpring

Rt.04, Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul.

Kedua pasangan ini telah dikaruniai enam orang anak :

- Suwarni

- Sumarno

 Subardi - Suwartini

 Sutrini - Sutanti

Setelah menikah keduanya hidup bersama sebagai suami istri  dan

tinggal di Warungpring Rt.04, Desa Mulyodadi, Kecamatan

Bambanglipuro, Kabupaten Bantul. Semula kehidupan rumah tangga

mereka harmonis, akan tetapi sejak anak keenam mereka m asih balita,

kehidupan rumah tangga mereka retak dan sering terjadi pertengkaran

diantara keduanya yang dikarenakan :

 Termohon berubah sikap, dari yang semula santun menjadi beringas,

kasar dan mudah tersinggung dan berani serta tidak menghormati /

merendahkan Pemohon.

 Termohon sering melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon

dengan senjata tajam seperti pisau.
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 Termohon sering melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon seperti

"orang pethuk" (bego).

Pemohon sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya dengan

cara bersabar dan mengalah serta meminta bantuan tetangganya untuk

menasehati Termohon, akan tetapi usaha tersebut sia -sia belaka. Untuk

menghindari amukan Termohon, maka atas saran dari para tetangg a serta

teman-teman di Telkom Bantul, akhirnya Pemohon tinggal di Telkom

Bantul selama 9 tahun, namun Pemohon masih sering pulang ke

Warungpring ke rumah anak kelimanya, meskipun Pemohon telah pisah

tempat dengan Termohon dan komunikasi telah putus, Termohon tetap

sering pergi menemui Pemohon di PT. Telkom Bantul dan melakukan

kekerasan fisik terhadap Pemohon dengan potongan kayu, cengkrong, dan

yang terakhir Termohon menyiram Pemohon dengan air panas/air teh yang

disediakan untuk karyawan. Hingga kemudian dia mengajukan

permohonan perceraian. Berdasarkan itu semua, rumah tangga antara

Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena

hanya akan membawa kesengsaraan bagi keduanya.

Tuntutan primair dalam perkara tersebut ialah:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Menetapkan memberi i jin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar
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Talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Bantul

pada waktu yang akan ditentukan.

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Adapun tuntutan subsidairnya ialah:

Mohon putusan yang seadil -adilnya.

Setelah mendengar, mempelajari dan bermusyawarah, maka majelis hakim

menetapkan dan mengadili:

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Menetapkan memberi i jin kepada Pemohon untuk mengucapkan

Ikrar Talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama

Bantul pada waktu yang akan ditentukan.

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :

 Nafkah ‘Iddah sebesar Rp. 600.000, - (Enam Ratus Ribu

Rupiah).

4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan sebidang tanah dan

rumah yang terletak di dusun Warungpring Rt.04, Desa

Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul kepada

Termohon sebagai Mut`ah untuk ditempati seumur hidup.

Dalam Rekonpensi:



56

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Termohon

Konpensi untuk sebagian.

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kekurangan

nafkah atau nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonpensi

sebesar Rp. 1.400.000,- ( Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah ) .

3. Tidak menerima dan menolak gugatan Rek onpensi selebihnya.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk

membayar semua biaya perkara yang hin gga kini dihitung sebesar

Rp. 360.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah ).

Demikian, putusan ini dijatuhkan pada hari rabu tanggal 21 Pebruari

2006 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 2 S{afar 1427 Hijriyah, oleh

Drs. Qosim, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Maria Ulfah

dan Drs. Muh. Asnawi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga,

dengan dihadiri oleh Tetiy Rohmayani, BA sebagai Panitera Pengganti

Pengadilan Agama tersebut serta Pemohon dan Termohon.

C. Praktek Penalaran Hukum

Setelah penyusun mengumpulkan data melalui wawancara pada tanggal 9

Juli 2008 dengan pihak PA Bantul yang diwakili oleh wakil ketua PA, maka
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penyusun mendapatkan informasi yang menyatakan bahwa, p ada dasarnya

praktek Istidlal Majelis Hakim semuanya sama karena harus mengikuti prosedur

yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1875

Tentang “Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama

Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang -Undangan Perkawinan Bagi Yang

Beragama Islam” pada Bab X Tentang Perceraian P asal 28 sampai Pasal 31, UU

No. 1 Tahun 1974, KHI dan kitab -kitab karya Fuqaha’, fokusnya dalam

mengambil putusan tentang kadar nafkah terhutang dari kelima perkara yang telah

disebutkan oleh penyusun.

Kemudian wakil ketua PA Bantul menjelaskan lebih lanjut berkaitan

dengan metode Ijtihad yang ditawarkan oleh para Imam Maz|hab. Menurutnya,

para hakim dalam mengambil putusan dalam setiap perkara juga telah

melaksanakan metode tersebut, khususnya metode Ijtihad yang ditawarkan oleh

Imam Syafi'i, dengan sumber Ijtihadnya ialah al-Qur'an, Sunnah dan Ijma',

sebagaimana yang telah masyhur di terapkan di Indonesia.

Meskipun pelaksanaan wawancara yang telah penyusun lakukan bisa

dianggap sukses, akan tetapi penyusun merasa bahwa wawancara ini kurang

lengkap dan agak kurang tepat. Hal tersebut disebabkan karena wawancara tidak

secara langsung dilakukan dengan semua orang yang bersangkutan dan terlibat

dengan praktek pengambilan putusan, yakni para hakim. Masalah ini muncul tak
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lain karena kesibukan para hakim yang bersangkutan serta anggapan penyusun

bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum yang muncul di setiap putusan tidak

jauh berbeda di antara para hakim tersebut. Sehingga penyusun tetap fokus

melakukan wawancara hanya dengan wakil ketua PA Bantul.

Berkaitan dengan pokok kajian penyusun, yakni tentang nafkah yang

belum dibayarkan, Majelis Hakim memberikan ketetapan bahwa nafkah tersebut

secara otomatis berubah menjadi hutang yang tetap wajib ditunaikan Pemohon

meskipun sudah lampau masa , meskipun tidak ada teks al-Qur'an, Sunnah maupun

Ijma' yang menunjukkan nominal nafkah secara rinci. Ketentuan tersebut digali

oleh Majelis Hakim dari kitab I'a<nat T{a<libi<n, yang kemudian dicantumkan dalam

surat putusan No. 46/Pdt-G/2006/PA Bantul, yang bunyi teksnya ialah:

ذلك  یأو الكسوة لجمفالنفقھ

.  1فى ذمّتھ

Oleh karena itu, dalam putusannya Majelis Hakim telah mempertimbangkan

beberapa aspek yang sangat pokok demi tercapainya kemaslahatan dan rasa

keadilan bagi kedua belah pihak.

Supaya praktek penalaran hukum yang telah ditempuh para hakim pada

lima perkara di atas bisa dilihat dengan lebih jelas, maka penyusun menjelaskan

lebih rinci dengan membahas setiap perkara yang penyusun ambil sebagai sampel

1 Abi Bakr Ibn Sayyid Muhammad Sya t}o ad-Dimya>t}i, I'a<nah at}-T}a<libi>n; Fas}l fi an-
Nafaqah (Surabaya: Dar al-‘Ulum, t.t.), IV: 73.
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tersebut, dengan memfokuskan kajiannya pada putusan Majelis Hakim atas kadar

nafkah terhutang.

Pada perkara pertama, setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari

berkas perkara yang diajukan dan setelah mendengarkan para saksi dan melihat

beberapa bukti dari kedua belah pihak, maka Majelis Hakim menawarkan kadar

nafkah terhutang selama tujuh bulan yang wajib di tuanaikan Pemohon ialah

sebesar Rp. 1.400.000,- dengan perincian setiap bulannya sebesar Rp. 200.000, -.

Sebenarnya di sini pihak Termohon tidak menyebutkan nominal yang ia tuntut

kepada Pemohon, akan tetapi hanya menyebut waktu saja, yakni selama tujuh

bulan.

Setelah mendengarkan tawaran tersebut, Pemohon merasa sanggup dan

pihak istri juga tidak mempermasalahkan tawaran tersebut, maka keadaan seperti

itu disimpulkan oleh Majelis Hakim sebagai telah adanya kesepakatan dari kedua

belah pihak dan langsung bisa ditetapkan sebagai putusan PA.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan kadar nafkah sebesar Rp.

1.400.000,- tersebut ialah:

- Kemampuan Pemohon yang penghasilannya setiap hari s ebesar Rp.

15.000,-.

- Menyesuaikan situasi daerah tempat tinggal mereka .
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- Kehidupan sosial ekonomi bagi keduanya yaitu perbulannya sebesar

Rp. 200.000,-.

- Demi tercapainya kemaslahatan bagi kedua belah pihak .

Perkara kedua, Majelis Hakim menetapkan kadar nafkah terhutang yang

harus ditunaikan oleh Pemohon selama 4 tahun 2 bulan sebesar Rp.420.000, -

dengan hitungan setiap tahunnya Rp. 100.000, -. Ketentuan kadar tersebut berbeda

dengan tuntutan Termohon dengan nominal setiap harinya Rp. 25.0 00,-.

Pertimbangan hukum yang dijadikan pegangan oleh Majelis Hakim dalam

menentukan kadar nafkah terhutang pada perkara di atas ialah:

- Saksi, Bukti dan Alasan-alasan dari kedua belah pihak.

- Kemampuan suami dan kebutuhan istri.

- Pengakuan Pemohon bahwa ia sebagai penarik becak yang setiap

harinya hanya mendapatkan uang sebesar Rp. 5000, - - Rp. 7000,- tetap

menunaikan nafkah meskipun jumlahnya terlalu kecil, yakni Rp.

10.000,- - Rp. 20.000,- setiap bulannya, dan hal itu dibenarkan oleh

Termohon. Bahkan Termohon mengakui dan menyadari kalau

sebenarnya Termohon sendiri yang merasa selalu kurang dengan

pemberian Pemohon.

- Pulangnya Termohon ke rumah orang tuanya pada saat hamil dengan

dijemput kakak kandungnya karena orang tuanya khawatir akan cal on
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bayi yang sedang dikandungnya, dengan menerjang larangan atau

cegahan Pemohon. Hal tersebut oleh Majelis Hakim dianggap sebagai

perbuatan Nusyu<z yang bisa membatalkan kewajiban nafkah.

- Tuntutan Termohon atas nafkah terhutang sebesar Rp. 25.000, - per

harinya dianggap terlalu mengada -ada dan tidak berdasarkan hukum.

- Supaya tercapainya rasa keadilan bagi kedua belah pihak, maka

ditetapkanlah kadar sebesar Rp. 100.000, - setiap tahunnya dengan total

jumlah Rp. 420.000,- selama 4 tahun 2 bulan. Hal terseb ut sesuai

dengan kesanggupan Pemohon pada saat menjawab syarat -syarat yang

diajukan oleh Termohon.

Perkara ketiga, setelah mempelajari berkas perkara, mendengarkan para

Saksi, melihat Bukti-bukti serta terus berusaha untuk mendamaikan kedua belah

pihak, maka Majelis Hakim memutuskan hukumnya pada hari Kamis tanggal 9

November 2006 M. Dalam putusannya Majelis Hakim menghukum Pemohon

untuk melunasi tuntutan nafkah terhutang selama 2 tahun minimal sebesar Rp.

3.000.000,-. Ketetapan tersebut berbeda dengan tuntutan Termohon sebesar Rp.

15.000.000,- dengan pertimbangan Termohon bahwa anak mereka minumnya

susu habis Rp. 7.500,- untuk dua hari.

Pertimbangan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam menentukan

kadar nafkah terhutang tersebut ialah sebagai berikut:
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- Antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi hubungan suami istri

meskipun tidak pernah tinggal dalam satu rumah.

- Termohon terbukti tidak melakukan Nusyu<z meskipun ia masih tinggal

bersama orang tuanya, sehingga Termohon berhak untuk mendapatkan

nafkah. Sebenarnya Termohon selalu bersedia jika Pemohon

mengajaknya untuk tinggal satu rumah, akan tetapi Pemohon tidak

pernah melakukannya.

- Meskipun Pemohon belum mempunyai pekerjaan, kare na ia sebagai

suami maka ia wajib untuk memberikan nafkah sesuai dengan

kemampuannya dengan memperhatikan kebutuhan Termohon demi

tercapainya suatu kemaslahatan bersama .

- Setelah Majelis Hakim menawarkan kadar dengan minimal Rp.

3.000.000,- tersebut dan kedua belah pihak tidak ada lagi yang merasa

keberatan, maka hal itu dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu

kesepakatan.

Perkara keempat, dalam putusannya Majelis Hakim menghukum Pemohon

untuk membayar nafkah terhutang selama 14 bulan sebesar Rp. 1.400.000,-,

ketetapan tersebut berbeda dengan tuntutan awal oleh Termohon sebesar Rp.

14.000.000,-.
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Dalam memutuskan hukum bagi perkara ini, Majelis Hakim telah

melakukan penalaran hukum dengan mempelajari berkas perkara, mendengarkan

para saksi, melihat beberapa Bukti, menyuruh kedua pihak untuk berdamai serta

bermusyawarah. Adapun alasan yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan

kadar nafkah terhuang sebesar Rp. 1.400.000, - tersebut ialah sebagai berikut:

- Demi tercapainya kemaslahatan bagi kedua pihak.

- Keduanya terbukti secara sah sebagai suami istri.

- Pemohon belum bekerja karena statusnya masih sebagai mahasiswa.

Meskipun begitu, Pemohon tetap wajib memberikan nafkah sesuai

dengan kemampuannya karena ia sebagai suami harus menjadi tulang

punggung keluarga.

- Pengakuan Termohon bahwa sebenarnya ia rela jika selama hidup

bersama Pemohon tidak memberinya nafkah, karena ia sangat

mencintainya dan sadar bahwa Pemohon memang belum bekerja dan

masih menggantungkan hidupnya kepada orang tua. Selain itu,

Termohon juga sudah bisa membiayai hidupnya karena ia telah

bekerja.

- Setelah Majelis Hakim menawarkan kadar nafkah terhutang tersebut di

atas dan kedua pihak tidak ada yang keberatan akan hal tersebut, maka
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Majelis Hakim menetapkannya sebagai suatu putus an hukum yang

wajib dilaksanakan oleh Pemohon.

Perkara kelima, tepat pada tanggal 21 Februari tahun 2007 Majelis Hakim

memutuskan kadar nafkah terhutang sebesar Rp. 1.400.000,- bagi sebuah perkara

yang diajukan ke PA. Pada mulanya Termohon menuntut Pemohon untuk

memberikan nafkah yang Termohon rasa belum pernah diberikan selama 42 tahun

tanpa menyebutkan nominalnya secara jelas.

Tuntutan tersebut dijawab oleh Pemohon sebagai tuntutan yang mengada -

ada. Karena Pemohon merasa ketika bekerja sebagai penarik bec ak selalu

memberi Termohon kira-kira sebesar Rp. 50.000, - setiap bulannya. Akan tetapi

setelah Pemohon menjadi karyawan Telkom ia kadang -kadang memberinya Rp.

5000,- - Rp. 10.000,- setiap harinya.

Setelah Majelis Hakim mendengarkan saksi dari kedua pihak d an melihat

bukti yang ada, maka Majelis Hakim memutuskan kadar nafkah terhutang tersebut

berdasarkan pertimbangan hukum berikut ini :

- Pengakuan Pemohon bahwa dirinya selama ini juga selalu memberikan

nafkah meskipun nominalnya tidak selalu pasti .

- Kerelaan Termohon selama hidup bersama dengan pemberian nafkah

yang seadanya sesuai dengan kemampuan Pemohon.
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- Ketidaksanggupan Pemohon dengan tuntutan istri yang meminta

nafkah terhutang selama 42 tahun, akan tetapi Pemohon kemudian

menyanggupi untuk membayar kekurangannya saja sebesar Rp.

1.400.000,-.

- Kerelaan istri atas kadar nafkah terhutang yang telah disanggupi

Pemohon tersebut.

- Demi terciptanya kemaslahatan dan keadilan bagi kedua pihak.

D. Pertimbangan Hukum

Setelah penyusun meneliti dan mengkaji praktek Majelis Hakim dalam

menetapkan kadar nafkah terhutang di PA Bantul tersebut, maka secara global

penyusun bisa menarik kesimpulan tentang dalil atau alasan yang dijadikan

sebagai dasar atau pertimbangan dalam menangani perkara yang telah penyusun

teliti. Hal tersebut tak lain ialah dengan mempraktekkan aturan main yang telah

diatur oleh Hukum Positif maupun yang telah dibangun oleh Fuqaha’ dalam

kajian Us{u<l Fiqh.

Dalam Hukum Acara Perdata Pasal 164 HIR/284 RBg/1866 BW telah

disebutkan dan diatur mengenai beberapa Alat Bukti, yakni:

1. Surat atau tulisan

2. Saksi

3. Persangkaan
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4. Pengakuan

5. Sumpah

Selain itu, dalam HIR dan RBg juga disebutkan Alat Bukti lainnya, yakni:

1. Pemeriksaan setempat (descente), yang diatur dalam Pasal 153

HIR/180 RBg/211 Rv.

2. Keterangan ahli (expertise), yang diatur dalam Pasal 154 HIR/181

RBg/215 Rv.2

Selanjutnya, penyusun melihat bahwa dalil dalam ber-Istidlal yang

digunakan oleh Majelis Hakim dalam memberikan putusan tentang kadar nafkah

terhutang ialah berupa Alat Bukti yang terdiri dari:

1. Surat, berupa:

a. Akta Catatan Nikah.

b. Akta Autentik kepemilikan tanah atau barang berharga lainnya .

2. Penuturan Saksi, yakni dari kerabat dan tetangga sekitar . Meskipun

sebenarnya kerabat termasuk golongan yang tidak layak untuk

dijadikan saksi.

3. Pengakuan dari satu atau kedua pihak.

4. Bukti dari pihak penggugat atau pemohon.

5. Sumpah dari pihak tergugat atau termohon.

2 Sri Wardah & Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di
Indonesia (Yogyakarta: Gama Media, 2007), hlm. 138.
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6. Kemampuan suami dan kebutuhan istri .

7. Adat penghasilan atau kebutuhan wilayah tempat tinggal pihak yang

berperkara.

8. Kehidupan sosial ekonomi pihak yang berperkara dan masyarakat

tetangganya.

9. Keadilan dan kemaslahatan berdasarkan musyawarah serta

kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.

Jika dilihat dari sisi Hukum Positif, maka dalil yang dijadikan dasar

Istidlal tersebut telah sesuai dengan UU yang mengatur tentang tata cara Lembaga

Peradilan memutuskan hukum atas suatu perkara. Begitu pula jika dilihat melalui

teori Us{u<l Fiqh, rangkaian kegiatan persidangan di Pengadilan Agama yang

dilakukan oleh Majelis Hakim pada kenyataannya tetap mengikuti aturan main

yang telah disepakati Us}uliyyu<n.
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BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRAKTEK PENALARAN HUKUM ISLAM

PARA HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL

Nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaik an oleh suami

setelah diucapkannya akad pernikahan, berdasarkan dalil sebagai berikut:

1....وعلى المولود لھ رزقھن وكسوتھن بالمعروف...

Dalam bab ini, penyusun berusaha melakukan analis is terhadap praktek

penalaran hukum Islam yang telah dilakukan oleh para hakim PA Bantul dalam

memutuskan dan menetapkan kadar nafkah terhutang pada tahun 2006, dengan

sampel lima perkara yang telah penyusun uraikan dalam bab III. Kacamata yang

dipakai penyusun dalam melakukan analis is ini ialah Ilmu Us{u<l Fiqh, yakni

dengan menggunakan metode -metode yang telah ditetapkan oleh para Imam

Maz{hab.

Setelah penyusun mengkaji dan membahas sampel perkara, penyusun

melihat bahwa dalam surat putusan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh PA

Bantul secara terang kata ”dasar pertimbangan hukum”.

Supaya kajian analisis terhadap istidlal yang ditempuh oleh Majelis Hakim

dalam menalar hukum Islam ini bisa lebih jelas, maka penyusun menguraikannya

satu persatu secara berurutan sebagaimana sampel perkara, meskipun ada

beberapa persamaan di dalamnya.

1 Al-Baqarah (2): 233.



69

A. Pertimbangan Putusan Hukum

Pertama, dalam No. 46/Pdt. G/2006/PA. Btl. yang telah diputuskan pada

tanggal 4 Mei 2006, Majelis Hakim menetapkan bahwa kadar nafkah terhutang

selama tujuh bulan yang wajib dipenuhi suami sebesar Rp. 1.400.000, -, meskipun

pada awalnya istri tidak menyebutkan nominal yang ia tuntut.

Pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan

kadar nafkah terhutang tersebut ialah:

1. Kemampuan suami yang penghasilannya setiap hari rata-rata sebesar

Rp. 15.000,-

2. Situasi kehidupan sosial ekonomi tempat tinggal keduanya yang setiap

bulannya + membutuhkan Rp. 200.000, -

3. Kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak.

4. Keterangan para saksi.

5. Akta catatan nikah.

Dalam memutuskan perkara tersebut, Majelis Hakim tidak mengikuti hasil

ijtihad Syafi’iyyah, yang mendasarkan kadar nafkah terhutang dengan qiyas,

melainkan Majelis Hakim terlebih dahulu mangamati dan melihat kehidupan

sosial ekonomi tempat tinggal suami istri berdasarkan pengakuan kedua belah

pihak serta para saksi. Kemudian setelah ada kerelaan dan atau kesepakatan dari

kedua pihak, barulah Majelis Hakim memutuskan kadar nafkah yang wajib

dipenuhi suami.

Ketika mengamati tindakan Majelis Hakim tersebut, penyusun

menyimpulkan bahwa Majelis Hakim lebih memilih mengambil pendapat ketiga
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maz}hab yang lain (Hanafiyyah, Malikiyyah, Hanabilah) yang menyatakan bahwa

ketentuan kadar nafkah terhutang sebaiknya dikembalikan kepada hakim di

masing-masing wilayah tempat tinggal pihak yang berperkara , karena mereka

lebih tahu keadaan sosial ekonomi masyarakatnya.

Kedua, Majelis Hakim telah menetapkan kadar nafkah terhutang selama 4

tahun 2 bulan sebesar Rp. 420.000,-, ketetapan tersebut tidak mengindahkan

tuntutan istri pada awalnya yakni sebesar Rp. 25.000,- untuk setiap harinya.

Dalam perkara tersebut, putusan Majelis Hakim didasarkan pada beberapa

pertimbangan hukum di bawah ini:

1. Kemampuan suami dan kebutuhan  istri .

2. Tanggung jawab suami yang tetap memenuhi nafkah meskipun

nominalnya sangat kecil, yakni antara Rp. 10.000, - - Rp. 20.000,-

setiap bulannya, karena penghas ilan suami setiap harinya berkisar

antara Rp. 5000,- - Rp. 7000,-.

3. Keduanya telah hidup satu rumah mul ai akad pernikahan hingga

terjadinya percekcokan. Yang akhirnya istri dijemput kaka knya dengan

perintah ibunya karena ia merasa kasihan dan tidak tega melihat

anaknya seperti itu.

4. Pengakuan istri yang membenarkan suami bahwa sebenarnya suami

telah memberinya nafkah, akan tetapi ia selalu merasa kurang untuk

memenuhi kebutuhannya, anak dan keluarga.
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5. Pulangnya istri ke rumah orang tuanya tersebut bis a saja dimasukkan

kepada kategori Nusyu<z, sehingga bisa menggugurkan kewajiban

nafkah.

6. Kesepakatan yang terwujud dari kesanggupan suami untuk membayar

nafkah terhutang sebesar Rp. 420.000, - dan kerelaan istri atasnya.

7. Keterangan para saksi.

8. Akta catatan nikah.

Pada perkara ini, Majelis Hakim tidak mengikuti hasil ijtihad dari

Syafi’iyyah yang menetapkan bahwa jika suami kaya maka harus membayar 2

mud setiap harinya, jika ia sedang maka harus membayar 1,5 mud dan jika miskin

maka harus membayar 1 mud saja setiap harinya. Akan tetapi majelis hakim tetap

melakukan penalaran hukum sendiri berdasarkan beberapa pertimbangan hukum

di atas.

Ketiga, Majelis Hakim telah menetapkan kadar nafkah terhutang minimal

Rp. 3000.000,- untuk 2 tahun dihitung sejak istri melahirkan sampai pengajuan

permohonan perceraian. Meskipun sebenarnya tuntutan istri pada awalnya sebesar

Rp. 15.000.000,- dengan alasan anak mereka menghabiskan uang Rp. 7500,-

untuk keperluan beli susu.

Dalam perkara tersebut, putusan Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan

hukum di bawah ini:

1. Status Pemohon yang masih mahasiswa dan belum punya penghasilan.

2. Kebutuhan istri dan anak.
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3. Termohon adalah seorang istri yang taskin (penurut), dilihat dari

kesediaannya untuk diajak hidup serumah dengan Pemohon, meskipun

Pemohon tidak pernah mengajaknya.

4. Termohon tidak melakukan nusyu<z meskipun ia masih tinggal dengan

keluarganya.

5. Ketidakseriusan keluarga dekat kedua pihak dalam mendamaikan,

disimpulkan dari tidak ada laporan dari mereka atas usaha tersebut

kepada Majelis Hakim.

6. Kesanggupan Pemohon untuk membayar nafkah terhutang Rp.

3000.000,- serta kerelaan Termohon atas kadar tersebut.

7. Keterangan para saksi.

8. Akta catatan nikah.

Keempat, dalam perkara ini Majelis Hakim telah memutuskan dan

menetapkan kadar nafkah terhutang sebesar Rp. 1.400.000,- untuk kurun waktu 14

bulan dari tuntutan awal oleh istri sebesar Rp. 14.000.000,- atau setiap bulannya

Rp. 1000.000,-.

Putusan Majelis Hakim tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan

hukum di bawah ini:

1. Pengakuan Pemohon dan Termohon.

2. Status Pemohon yang masih mahasiswa sehingga masih

menggantungkan biaya hidupnya kepada orang tua.

3. Tidak adanya tanggung jawab Pemohon dilihat dari tidak pernahnya

Pemohon memberikan nafkah lahir.
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4. Kesanggupan Pemohon untuk membayar nafkah terhutang sebesar Rp.

1.400.000,-.

5. Kerelaan istri atas kadar nafkah terhutang tersebut di atas.

6. Keterangan para saksi.

7. Akta catatan nikah.

Kelima, Majelis Hakim telah mengadili dan menetapkan kadar nafkah

terhutang sebesar Rp. 1.400.000, - dengan tuntutan semula tanpa nominal yang

jelas untuk kurun waktu 42 tahun.

Putusan kadar nafkah tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan hukum

di bawah ini:

1. Keterangan Pemohon dan Termohon.

2. Keterangan para saksi.

3. Buku catatan nikah.

4. Pengakuan Termohon bahwa Pemohon selama tinggal serumah dengan

Termohon selalu memberikan uang kepada Termohon setiap bulannya

sebesar Rp. 50.000,- ketika Pemohon bekerja sebagai penarik becak.

Selanjutnya setelah Pemohon bekerja di PT. Telkom ia tetap memberi

Termohon Rp. 5.000,- sampai Rp. 10.000,-.

5. Kesanggupan Pemohon untuk membayar kekurangannya saja sebesar

Rp. 1.400.000,-.

6. Kepergian Pemohon dari rumah tanpa adanya pemberitahuan kepada

Termohon.

7. Kerelaan Termohon atas kadar nafkah yang disanggupi oleh Pemohon.
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B. Metode Istidlal Yang Ditempuh Oleh Para Hakim

Setelah penyusun mempelajari semua perkara yang telah penyusun kaji di

atas, maka penyusun mengetahui dan mendapatkan langkah -langkah yang telah

diambil oleh Majelis Hakim dalam menangani serta memutuskan hukum bagi

perkara tersebut. Termasuk di dalamnya Majelis Hakim memutuskan kadar

nafkah terhutang yang wajib ditunaikan oleh Pemohon.

Sebagaimana aturan main yang telah ditawarkan oleh para Imam maz}hab

dalam melakukan ijtihad, pokok utama yang harus dilakukan oleh Majelis Hakim

dalam menangani permasalahan yang diajukan ke Pengadilan ialah Majelis Hakim

harus mengembalikan permasalahan tersebut kepada sumber pokok hukum, yakni

al-Qur’an. Majelis Hakim harus menggali dan mengkaji apakah al -Qur’an telah

menetapkan jawaban hukum atas perkara tersebut ataukah belum. Jika dalam al-

Qur’an tidak ditemukan jawaban hukumnya secara pasti, maka mereka harus

menggali dari sumber hukum yang kedua, yakni Hadis . Jika dalam Hadis masih

saja belum ditemukan jawaban hukum nya secara pasti, maka Majelis Hakim harus

mengkaji apakah telah ada ijma’ yang memberikan jawaban hukumnya atau tidak.

Jika memang tidak ditemukan juga di dalamnya, maka barulah Majelis Hakim

diberi kewenangan untuk melakukan penalaran hukum Islam dengan menempuh

ijtihad yang dalam kajian penyusun disebut dengan istidlal.

Dalam rangka melaksanakan aturan main tersebut, Majelis Hakim PA

Bantul dalam menangani beberapa sampel perkara yang di dalamnya terdapat

tuntutan kadar nafkah terhutang oleh istri, pertama-tama telah melakukan kajian

terhadap al-Qur’an. Dalam al-Qur’an, Majelis Hakim tidak menemukan jawaban
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yang pasti mengenai kadar nafkah yang harus ditunaikan oleh suami , melainkan

hanya disebutkan dengan kata al-Ma’ru<f. Disamping itu, Majelis Hakim juga

menemukan suatu dalil yang menunjukkan macam -macam nafkah yang wajib

ditunaikan oleh suami, yakni berupa pangan, sandang dan papan.

Setelah tidak menemukan jawaban yang pasti dalam al -Qur’an, maka

Majelis Hakim mencari jawabannya dalam Hadis. Akan tetapi di dalam Hadis

juga tidak ditemukan jawabannya. Hadis hanya menyebutkan bahwa suami wajib

memberikan nafkah kepada istri, karena nafkah merupakan hak baginya.

Kemudian Majelis Hakim mencari dan meneliti ijma’, apakah telah terdapat ijma’

yang menetapkan kadarnya atau belum. Setelah dilakukan penelitian, ternyata

Majelis Hakim tetap tidak menemukan kadarnya secara pasti.

Karena Majelis Hakim tidak boleh lari dari permasalahan yang diajukan ke

Pengadilan meskipun tidak ada jawaban hukum yang pasti dalam ketiga sumber

hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkewajiban untuk melakukan istidlal

untuk menemukan hukumnya ,2 yang dalam kasus ini di antaranya berupa kadar

nafkah terhutang yang wajib ditunaikan oleh suami.

Dalam menetapkan kadar nafkah terhutang tersebut, Majelis Hakim PA

Bantul yang menangani beberapa perkara yang di dalamnya terdapat tuntutan

nafkah terhutang oleh istri kepada suami, pada kenyataannya tidak mengambil

dan tidak menggunakan pendapat ulama’ Syafi’iyyah yang telah menetapkan

kadar nafkah terhutang dengan cara qiyas, meskipun maz|hab yang dianut adalah

maz|habnya Imam Syafi’i serta menggunakan metode istidlal yang ditawarkannya.

2 Moh. Guntur Ramli & A. Fawaid Sjadzili, Dari Jihad Menuju Ijtihad (Jakarta: LSIP,
2004), hlm. 133.
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Dalam menuntaskan masalah nafkah terhutang tersebut, terlebih dahulu

ulama’ Syafi’iyyah mengelompokkan suami menjadi tiga macam golongan, yakni

mu<sir(kaya), mutawassit}(sedang) dan mu’sir(miskin). Masing-masing suami

mempunyai kewajiban untuk menunaikan nafkah terhutang sesuai dengan

golongannya.

Menurut mereka, bagi suami yang kaya, ia berkewajiban untuk membayar

nafkah terhutang dengan kadar setiap harinya ialah 2 mud atau ± 5 kg., jika ia

sedang maka kadarnya ialah 1.5 mud atau ± 3.3/4 kg, dan apabila ia miskin maka

kadarnya ialah 1 mud atau ± 2.5 kg.

Metode istidlal yang mereka gunakan untuk mengambil hukum tersebut

adalah qiyas. Hukum asal (maqi>s ‘alaih) yang dijadikan sebagai dasar adalah

hukum kafarat. Kadar 2 mud merupakan kafarat sebagai fidyah dalam

penganiayaan, yang 1 mud sebagai kafarat karena melakukan hubungan intim

pada siang hari bulan Ramadan. Sedangkan 1.5 mud ini sebagai jalan tengah,

karena keadaan suami tidak kaya tetapi juga tidak miskin. 3

Sedangkan menurut ketiga maz|hab yang lain (Hanafiyyah, Malikiyyah,

Hanabilah), karena persoalan kadar nafkah ini tidak ada ketentuannya secara pasti

dengan berdasarkan kepada kata al-Ma’ru<f dalam al-Qur’an dan Hadis, maka

ketentuan kadarnya diserahkan kepada hakim masing -masing daerah karena harus

menyesuaikan dengan kebiasaan di setiap daerah dan masa yang berbeda -beda.

Oleh karena itu, menurut mereka yang paling bijak untuk memberikan

keputusan kadar nafkah tersebut hanyalah hakim yang berkuasa di wilayah

3 Muhammad Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah (Kairo: Dar al-Fath, 1995 M – 1416 H), II:
233-234.
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terjadinya konflik suami istri, karena ia dianggap lebih tahu dengan kebiasaan

daerahnya, keadaan keduanya serta kehidupan sosial ekonomi masya rakat. Hanya

saja mereka sepakat bahwa ketentuan kadar nafkah harus didasarkan pada

keadaan suami dan istri di saat terjadi pengabaian nafkah, sebagai bahan

pertimbangan pemgambilan putusan.

Akan tetapi ada pendapat lain yang dianggap lebih sahih dari ulama’

Hanafiyyah, bahwa ketentuan kadar nafkah tersebut hanya didasarkan pada

keadaan suami, sedang keadaan istri tidak harus dipertimbangkan. 4

Karena kata al-ma’ru<f dalam al-Qur’an dan Hadis tergolong kata yang

bersifat z}anniyyud dala<lah karena berupa kata umum, maka ia menjadi ruang

lingkup untuk berijtihad bagi para hakim. Selanjutnya dalam rangka menemukan

jawaban hukum yang pasti dengan meneliti kata yang masih bersifat umum

tersebut, Majelis Hakim menggunakan teori al-istidla<l bi al-qawa<’id al-

lugawiyyah atau istidlal melalui kaidah-kaidah bahasa. Teori inilah yang pertama

digunakan oleh Majelis Hakim dalam meneliti kata al-Ma’ru<f tersebut, yang

tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada Ayat lain atau Hadis yang telah

mengkhususkannya, sehingga kadar nafkah terhutan g menjadi jelas.

Akan tetapi, setelah teori tersebut dilaksanakan oleh Majelis Hakim,

mereka tetap tidak menemukannya, sehingga Majelis Hakim tidak bisa terlepas

dari teori al-istidlal bi al-maqa<s}id asy-syari’ah yang artinya istidlal melalui tujuan

penetapan hukum dan disebut dengan al-istidla<l bi al-qawa<’id al-

4 ‘Abd ar-Rahman al-Jaziri, Kita<b al-Fiqh ‘ala al-Maz}a<hib al-Arba’ah dalam kita>b at}-
T}}alaq tentang ketika suami tidak mampu men afkahi istri (2002 M – 1422 H), IV: 434.
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ma’nawiyyah/asy-syar’iyyah.5 Maksud Majelis Hakim menggunakan teori

tersebut tentunya ingin mengetahui lebih dulu apa sebenarnya tujuan Syari’

memakai kata yang sifatnya masih umum tersebut.

Penyusun dalam hal ini melihat bahwa di sinilah letak eksistensi Islam, al-

Qur’an dan hukumnya dalam setiap masa dan tempat. Selain itu, jika

dikembalikan kepada pendapat ketiga maz}hab yang menyatakan bahwa ketentuan

kadar nafkah terhutang sebaiknya diserahkan kepada hakim masing -masing

daerah karena harus menyesuaikan dengan kebiasaan di setiap daerah dan masa

yang berbeda-beda, maka penyusun melihat suatu kecocokan dan kesesuaian

antara pendapat mereka dengan praktek penalaran hukum Islam yang ditempuh

melalui istidlal yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim PA Bantul dalam

menangani perkara tersebut, yakni dengan menggunakan teori al-ijtiha>d al-

istis}la<hi, yakni menyelesaikan perkara tuntutan nafkah terhutang yang kadar

pastinya tidak terdapat dalam kedua sumber hukum, dengan cara menggunakan

penalaran yang berdasarkan kemaslahatan. 6.

Menurut Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, suatu kemaslahatan dalam

putusan hukum bisa tercapai jika putusan tersebut dikeluarkan oleh para hakim

yang berdomisili di daerah terjadinya perselisihan. Sehingga ketetapan yang bijak

menurut mereka ialah mengembalikan kewenangan sepenuhnya kepada para

5 Abdul Aziz Dahlan (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam , Cet. Ke-5 (Jakarta: PT Ichtiar Baru
van Hoeve, 2001), III: 760.

6 Muhammad Yunan Yusuf dkk., Ensiklopedi Muhammadiyah (Jakarta: PT Raja Grafindo
persada, 2005), hlm. 166.
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hakim tersebut untuk mencari jawaban dan menetapkan hukumnya , dengan

mamakai koridor hukum dan aturan ya ng telah ada.

Oleh karena itu, putusan Majelis Hakim PA Bantul berbeda-beda atas

setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan sebagaimana uraian dalam bentuk

putusan, karena harus melihat kondisi sosial , ekonomi, kemampuan dan

kebutuhan suami istri serta alasan yang lain, demi terciptanya kemaslahatan yang

benar dan tepat.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menel iti dan membahas permasalahan yang ditarik dari

pokok bahasan dan analisis terhadap data di lapangan yang telah dikumpulkan

dalam skripsi ini, akhirnya penyusun dapat menarik kesimpulan , bahwa di PA

Kabupaten Bantul dalam tahun 2006, Majelis Hakim telah menyelesaikan 10

perkara permohonan cerai yang diajukan oleh suami atau disebut dengan cerai

talak. Termohon dalam perkara tersebut tidak keberatan untuk dicerai dengan

syarat, yakni Pemohon harus membayar nafkah terhutang kepada Termohon.

Dalam menangani perkara tersebut dan menentukan kadar nafkah

terhutang yang diajukan Termohon, Majelis Hakim telah melakukan penalaran

hukum Islam dengan menempuh metode istidlal sebagai berikut:

1. Meneliti serta mengkaji al -Qur’an, guna mencari ayat yang

menunjukkan ketentuan kadar nafkah terhutang yang wajib dibayarkan

oleh Pemohon. Karena dalam al-Qur’an Majelis Hakim tidak menemukan

ketentuannya secara pasti, maka mereka mencari ketentuannya di dalam

Hadis. Akan tetapi dalam Hadis pun mereka tidak menemukan

jawabannya secara pasti , begitu juga dalam ijma’.

Sehingga mereka melakukan istidlal dengan menggunakan teori al-

istidla<l bi al-qawa>’id al-lugawiyyah atau istidlal melalui kaidah-kaidah

bahasa, serta menggunakan teori al-istidla<l bi al-maqa<s}id asy-syari>’ah

yang artinya istidlal melalui tujuan penetapan hukum dan disebut dengan
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al-istidla<l bi al-qawa>’id al-ma’nawiyyah/asy-syar’iyyah. Kemudian dalam

menetapkan kadar nafkah terhutangnya mereka menggunakan teori al-

ijtiha<d al-istis}la<h}i, yakni menyelesaikan perkara tuntutan nafkah terhutang

yang kadar pastinya tidak terdapat dalam kedua sumber hukum, dengan

cara menggunakan penalaran yang berdasarkan kemaslahatan kedua pihak.

2. Adapun pertimbangan yang digunakan Majel is Hakim dalam

menetapkan kadar nafkah terhutang tetap menyesuaikan dengan aturan

main yang telah ditetapkan oleh hukum positif dan hukum Islam,

pertimbangan hukum tersebut ialah:

a. Surat, berupa:

1) Akta Catatan Nikah.

2) Akta Autentik kepemilikan tanah atau barang berharga lainnya.

b. Penuturan Saksi, yakni dari kerabat dan tetangga sekitar. Meskipun

sebenarnya kerabat termasuk golongan yang tidak layak untuk

dijadikan saksi.

c. Pengakuan dari satu atau kedua pihak.

d. Bukti dari pihak Penggugat atau Pemohon.

e. Sumpah dari pihak Tergugat atau Termohon.

f. Kemampuan suami dan kebutuhan istri.

g. Adat penghasilan atau kebutuhan wilayah tempat tinggal pihak

yang berperkara.

h. Kehidupan sosial ekonomi pihak yang berperkara dan masyarakat

tetangganya.
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B. Saran-saran

Sebelum penyusun mengakhiri skripsi ini, maka penyusun perlu

memberikan saran-saran, sebagai berikut:

1. Dalam menangani setiap perkara , para hakim harus tetap

memperhatikan, menjaga, mentaati serta melaksanakan aturan main

yang telah ada, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam.

2. Kepala Pengadilan Agama perlu meningkatkan keilmuan para hakim

di setiap PA masing-masing dengan segala bidang ilmu. Hal tersebut

untuk menjawab permasalahan kekinian yang semakin kompleks, serta

untuk meningkatkan kualitas dalam mengaplikasikan metode istidlal

dan hasilnya. Dengan begitu, tujuan Syari’ dengan segala hukumNya

bisa tercapai dengan benar dan tepat.

3. Kepada para penegak hukum di Peradilan Agama, khususnya di

tingkat Pengadilan Agama, Agar tetap memperhatikan asas Peradilan

Agama yaitu dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan,

serta dalam menangani berbagai masalah yang diajukan kepada

Pengadilan Agama agar diselesaikan dengan bijaksana dan penuh

dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang benar, sehingga

produk hukum yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan.
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Lampiran 1

TERJEMAHAN AL-QUR’AN DAN AL-HADIS

NOMOR
NO HLM FN

TERJEMAHAN

1

2

3

4

5

4

15

31

31

32

9

16

19

  20

23

BAB I

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu
dengan cara yang ma’ruf.

Rasulullah saw. Bertanya: Bagaimanakah engkau akan
memberikan putusan hukum jika diberi suatu permasalahan?
Mu’az} menjawab: aku akan memutuskannya dengan hukum yang
ada dalam al-Qur’an, R: jika kamu tidak menemukannya? M:
maka dengan Sunnah RasulNya, R: jika kamu tidak
menemukannya dalam Sunnah RasulNya dan al-Qur’an? M: maka
saya akan melakukan Ijtihad. Kemudian Rasulullah saw. menepuk
dadaku dan berdoa “segala Puji hanyalah bagi Allah karena Dia
telah menyesuaikan utusan Rasulullah saw. kepada hal yang
dicintainya.

BAB II

maka jika kalian berselisih atas sesuatu, maka kembalikanlah ia
kepada Allah dan RasulNya.

Maka ungkapkanlah (carilah makna) wahai orang-orang yang
mempunyai mata hati.

Ketika seorang hakim sedang mengadili, kemudian ia ber-Ijtihad
dan benar, maka ia mendapatkan dua pahala. Dan ketika Ijtihadnya
salah maka ia mendapatkan satu pahala.



Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA’

IMAM MUSLIM
Beliau adalah seorang ahli hadis yang terkenal yang menyusun kitab sahih
Muslim. Nama lengkapnya adalah Ibnu al-Hajjaj Ibnu Muslim al-Qusyairi an-
Nisaburi, memiliki gelar al-Husein, beliau lahir pada tahun 802 M./204 H. di kota
Nisabur. Dalam mmepelajari hadis beliau mengadakan perlawatan ke beberapa
Negara seperti Hijaz, Mesir, Syam, dan Irak.
Karya-karya ilmiahnya antara lain: al-Musnad al-Kabir, Kitab al-Jami', Kitab al-
Kauniyah wa al-Asma', al-Arrad wa al-Wahdan, Madsyik al-saury, Tasmiyat
Syuyukh malik wa Sufyan wa Syu'bah, Kitab Tabaqat, dan Kitab al-'Ilal.
Karya Imam Muslim yang terkenal adalah al-Jami' as-Sahih terkenal dengan
Sahih Muslim.

IMAM ABU HANIFAH
Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah al-Nu'man bin Sabit Ibn Zuta al-Taimy,
berasal dari keturunan Parsi, lahir di Kufah tahun 80 H./699 M. dan wafat di
Baghdad 150 H./767 M. Beliau adalah pendiri madzhab Hanafi yang terkenal
dengan al-Imam al-'Azam yang berarti Imam Besar.
Abu Hanifah dikenal sebagai ulama ahl al-ra'yi, dalam menetapkan hukum Islam,
baik yang diistimbatkan dari al-Qur'an maupun hadis, beliau banyak
menggunakan nalar. Abu Hanifah meninggalkan tiga karya besar, yaitu: Fiqh
Akbar al-'Anin wa al-Muta'alim dan Musnat Fiqh Akbar.

IMAM MALIK
Imam Malik adalah Imam yang kedua dari imam-imam empat serangkai dalam
Islam dari segi umur. Beliau lahir di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz
tahun 93 H./ 712M. dan wafat pada tahun 179H.798 M. di Madinah pada masa
pemerintahan Abbasiyah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Malik Ibn Anas
Ibn Malik Ibn Abi 'Amir Ibn al-Haris.
Imam Malik adalah seorang mujahid dan ahli Ibadah sebagaimana halnya Imam
Abu Hanifah, beliau seorang tokoh terkenal sebagai alim besar dalam ilmu hadis.
Di antara karya-karyanya adalah Al-Muwatta'.

IMAM AS-SYAFI'I
Imam al-Syafi'I lahir di Ghazah pada bulan Rajab tahun 150 H./767 M. dan wafat
di Mesir pada tahun 204H./819M. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah
Muhammad Ibn Idris Ibn Abbas Ibn Syafi'I Ibn 'Ubaid Ibn Yazid Ibn Hasyim Ibn



Lampiran 3

DAFTAR OBYEK PENELITIAN
Tentang Istidlal Putusan Hakim PA Bantul Dalam Kadar Nafkah Terhutang

No. Bulan Jumlah No. Perkara Tgl. Daftar Tgl. Putusan

1 Januari 3

a. 05/Pdt-G/2006/PA Bantul

b. 15/ Pdt-G/2006/PA Bantul

c. 46/ Pdt-G/2006/PA Bantul

a. 3-1-2006

b. 7-1-2006

c.4-5-2006

a.14-3-2006

b. 6- 9-2006

c.25-1-2006

2 Februari 1 a. 77/ Pdt-G/2006/PA Bantul a. 13-2-2006 a.23-5-2006

3 Maret 1 a. 95/ Pdt-G/2006/PA Bantul a. 1-3-2006 a. 6-4-2006

4 April - - - -

5 Mei 3

a. 241/Pdt-G/2006/PA Bantul

b. 253/Pdt-G/2006/PA Bantul

c. 254/Pdt-G/2006/PA Bantul

a.10-5-2006

b.18-5-2006

c.22-5-2006

a.28-6-2006

b.28-6-2006

c.9-11-2006

6 Juni - - - -

7 Juli 2
a. 322/Pdt-G/2006/PA Bantul

b. 323/Pdt-G/2006/PA Bantul

a.17-7-2006

b.18-7-2006

c.19-10-2006

d. 6-12-2006

8 Agustus - - - -

9 September - - - -

10 Oktober - - - -

11 November 1 a. 504/Pdt-G/2006/PA Bantul a. 1-11-2006 a. 8-2-2007

12 Desember 1 a. 544/Pdt-G/2006/PA Bantul a. 6-12-2006 a. 21-2-2007

13 Jumlah 12

FOKUS KAJIAN PENELITIAN
No. Bulan Jumlah No. Perkara Tgl. Daftar Tgl. Putusan

1 Januari 1 46/ Pdt-G/2006/PA Bantul 4-5-2006 25-1-2006

2 Mei 2 253/Pdt-G/2006/PA Bantul

254/Pdt-G/2006/PA Bantul

18-5-2006

22-5-2006

28-6-2006

9-11-2006

3 Juli 1 323/Pdt-G/2006/PA Bantul 18-7-2006 6-12-2006

4 Desember 1 544/Pdt-G/2006/PA Bantul 6-12-2006 21-2-2007



Lampiran 4
PEDOMAN WAWANCARA

(wawancara di PA Bantul pada hari Rabu, 9 Juli 2008)

1. jumlah kasus cerai gugat di PA Bantul Th. 2006 .

Kasus perceraian yang terdaftar di P.A. Kab. Bantul sebanyak 577, 193 adalah

kasus cerai talak dan 384 adalah kasus cerai gugat. Dari 384 kasus cerai gugat tersebut,

jumlah perkara yang di dalamnya terdapat t untutan istri kepada suami atas nafkah

terhutang sebanyak 12 perkara, yang 10 kasus telah diputuskan pada tahun 2006,

sedangkan yang 2 kasus diputuskan pada tahun 2007.

2. Gambaran keputusan hakim di PA Bantul Th. 2006 dalam penetapan kadar

nafkah terhutang (sebagaimana tertera dalam lampiran daftar obyek penelitian).

3. Praktek istidlal hakim PA Bantul dalam permasalahan tersebut.

PERSOALAN YANG BERKAITAN DENGAN METODE DAN DASAR

ISTIDLAL PA KAB. BANTUL

1. Panduan dasar istidlal hakim dalam memutuskan perkara

2. metode yang digunakan, apakah menyesuaikan dengan metode ijtihad ulama'

ushul fiqh

3. prosedur persidangan

4. faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam suatu keputusan

5. pokok musyawarah majlis hakim dalam suatu persidangan

6. sejauh mana usaha PA Bantul dalam mengawal pelaksanaan suatu keputusan

7. pandangan hakim terhadap suatu kemaslahatan dan keadilan

8. tanggapan terhadap hasil ijtihad ulama' empat mazhab atas kadar nafkah

terhutang

9. tanggapan serta pelaksanaan metode ijtihad yang ditetapkan oleh ulama' ushul

fiqh

10. ijtihad hakim PA Bantul termasuk dalam ijtihad jenis apa?
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